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A. PENDAHULUAN

LAPORAN singkat ini memaparkan kondisi terkini kebijakan pengelolaan
hutan bagi masyarakat adat di Papua. Laporan ini menelusuri persoalan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu — Masyarakat Hukum Adat
(IUPHHK-MHA), sebagai titik tolak membicarakan lebih mendalam tarik-
menarik kepentingan dalam pengelolaan hutan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah di Papua. Adanya tarik-menarik kepentingan ini
terlihat dalam implementasi sejumlah peraturan perundang-undangan
terkait hutan dan masyarakat adat.

Di tingkat tapak, tarik-menarik kepentingan tersebut justru
kontraproduktif bagi hutan dan masyarakat adat. Pembalak liar

justru memanfaatkan klaim “kayu dari hutan masyarakat adat” untuk
menutupi aksi ilegalnya (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2017). Di sisi lain,
hutan yang dikuasai dan dapat dikelola masyarakat adat semakin sempit
karena dikavling oleh sejumlah izin yang diterbitkan bagi korporasi

oleh pemerintah pusat. Hingga akhir 2017, setidaknya di Tanah Papua
(Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat IUPHHK-HA (biasa
dikenal HPH) seluas 5.596.838 ha dan IUPHHK-HT (biasa dikenal HTT)
seluas 524.675 ha. Selain izin pemanfaatan hasil hutan, juga terdapat
pelepasan kawasan hutan yang keseluruhannya diperuntukkan bagi
korporasi. Hingga saat ini tidak ada satu pun izin atau penetapan

hutan adat yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat
adat di Papua. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Papua pernah
menerbitkan 18 izin pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat adat
(IUPHHK-MHA) seluas 78.040 hektar (selengkapnya lihat Diagram 1),
tetapi, izin ini sampai sekarang tidak bisa dioperasikan karena hambatan
dari pemerintah pusat.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh pemerintah pusat (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan—KLHK) adalah menyusun Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemberian IUPHHK-Hutan Alam
pada kawasan hutan produksi di Provinsi Papua. Usul yang sebenarnya
layak dikritisi karena menyamakan antara IUPHHK-MHA dengan

HPH. Namun begitu, Pemerintah Provinsi Papua dan parapihak tetap
mencoba mengakomodir usul KLHK tersebut. Akan tetapi, KLHK belum
menetapkan draft NSPK tersebut (lihat Lampiran 2).

Padahal, sebagaimana serangkaian investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan
yang laporannya akan dipublikasi menyusul, pembalakan liar saat
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ini marak di Papua dan kebanyakan menyebut sumber kayu sebagai

kayu masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh tidak efektifnya
pengawasan oleh pemerintah daerah karena kehadiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang
menghapus kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kehutanan dan
memindahkannya ke pemerintah provinsi.

Diagram 1. Pemanfaatan Hutan di Pulau Papua sampai dengan 2016 (hektar)
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HPH Pelepasan HTI HPH Adat
untuk Sawit

HPH = IUPHHK-HA; Pelepasan Untuk Sawit = PKH; HTI = [UPHHK-HT; HPH Adat = IUPHHK-MHA.
Data sampai tahun 2016, kecuali Pelepasan Untuk Sawit di Papua Barat sampai tahun 2017. Data
diolah dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P).

Berangkat dari deskripsi di atas, laporan ini akan memfokuskan kajian
pada permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan
di atas; dan ingin menawarkan sebuah solusi yang adil bagi semua pihak.
Selain bahan-bahan yang berasal dari dokumen sekunder, penyusunan
laporan ini juga berdasarkan dokumen primer dengan mewawancarai
sejumlah narasumber yang relevan, dan melakukan pengamatan
langsung di lapangan. @
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Tumpukan kayu yang diduga
hasil pembalakan liar di salah
satu lokasi milik perusahaan
di Kabupaten Jayapura pada
saat operasi bersama KLHK
dan KPK Desember 2017.
Masyarakat adat pemilik tanah
ulayat, terutama pemegang
IUPHHK-MHA saat ini
berhadapan dengan maraknya
aksi pembalakan liar di

Papua. Pada saat masyarakat
ingin memanfaatkan kayu
secara legal, justru terhambat
regulasi.

B. LATAR BELAKANG TERBITNYA
IUPHHK-MHA

OTONOMI Khusus Papua yang ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat
Papua. Regulasi ini merupakan dasar utama mengeluarkan kebijakan
pengelolaan sumber daya alam yang diharapkan dapat berpihak kepada
masyarakat adat. Satu hal yang menarik dari UU Otsus Papua adalah
terdapat pengaturan penempatan pengelolaan sumber daya alam dalam
kerangka pengakuan dan penguatan hak ulayat masyarakat adat di
Papua.

Pelaksanaan hak ulayat ini dilakukan melalui penguasaan masyarakat
hukum adat (MHA), yang mana Pemerintah Provinsi Papua wajib
mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan
mengembangkan hak-hak mereka. Prinsip-prinsip pengelolaan itu
melingkupi pula kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat adat/
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setempat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang bersifat
kerakyatan. Keberpihakan ini penting digarisbawahi untuk mengejar
ketertinggalan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat. Dalam
kerangka pemanfaatan hutan, keberpihakan itu terwujud dengan
memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat mengelola
hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara lestari.

Hutan sendiri tidak disebutkan secara implisit dalam UU Otsus Papua,
sebagai salah satu kewenangan penuh yang bisa dilakukan secara
otonom oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kewenangan pengaturan
terkait hutan muncul sebagai kewenangan khusus yang harus
dijabarkan melalui peraturan turunan dari UU Otsus Papua, baik
berupa peraturan daerah khusus (Perdasus) maupun peraturan daerah
provinsi (Perdasi). Prinsip pemanfaatan sumber daya alam, termasuk
hutan, harus (1) menghormati hak-hak masyarakat adat; (2) memberikan
jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta (3) prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan, dan (4) pembangunan yang berkelanjutan yang
pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus (Pasal 38 UU Otsus Papua).

B. 1. PERDASUS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
KEHUTANAN BERKELANJUTAN DI PAPUA

Pengaturan spesifik mengenai pengelolaan hutan di Papua diatur
dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua
(Perdasus 21/2008). Salah satu hal yang menarik dari Perdasus
21/2008, sebelum membicarakan pengelolaan hutannya, subjek
utamanya harus diatur terlebih dahuly, yaitu masyarakat adat
dan hak-haknya. Perdasus ini kemudian menegaskan bahwa
masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam
sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Perdasus ini menafsirkan bahwa semua hutan yang ada di Papua
berada di dalam pengampuan masyarakat adat. Peraturan
tersebut memberikan sejumlah kriteria siapa saja yang dimaksud
masyarakat adat itu, yaitu: memiliki wilayah hukum adat yang
jelas dengan batas yang disepakati oleh masyarakat hukum

adat yang berbatasan, memiliki pranata hukum dan struktur
kelembagaan adat, dan memiliki hubungan religius dan historis
dengan wilayah adatnya.

Perdasus ini mengatur lebih detail hubungan antara masyarakat
adat dan hutannya, sementara pengakuan dan perlindungan
subjek masyarakat adat diatur dalam perdasus lainnya, yaitu
Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat
Papua (Perdasus 22/2008). Perdasus 22/2008 menyempurnakan
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Tumpukan kayu log di salah kriteria masyarakat adat yang telah diatur (sebelumnya) dalam

satu lokasi TPK milik HPH Perdasus 21/2008 dengan cara memberikan kriteria kedua,
di Jayapura. Masyarakat

: . . berupa adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat,
adat tiap hari menyaksikan
kayu berupa log dan olahan dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk
keluar dari hutan di tanah mengatur warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
ulayat mereka, tapi ketika serta menghilangkan “hubungan historis” dalam kriteria ketiga.
masyarakat mengajukan izin o . .
Dengan demikian, Perdasus 22/2008 mengisi kekosongan aturan
untuk mengaksesnya langkah i ] i
itu terus "dipersulit”. yang tidak diatur dalam Perdasus 21/2008 berkaitan dengan
pengakuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan melalui

peraturan daerah kabupaten dan/atau provinsi.

Perdasus 21/2008 menjelaskan bahwa hutan masyarakat hukum
adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat. Ketentuan ini berbeda dengan pengertian hutan
adat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau disebut UU Kehutanan
(sebelum adanya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012), yang
menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada
dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa pengaturan soal hutan adat di dalam
Perdasus 21/2008 telah mendahului perubahan pengaturan hutan
adat di tingkat nasional. Penegasan ini penting untuk dijelaskan
karena dapat meneguhkan keberadaan wilayah adat itu melalui
serangkaian pemetaan hutan adat.

Dalam melakukan pemetaan hutan adat difasilitasi oleh
pemerintah kabupaten atau berdasarkan inisiatif masyarakat
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hukum adat sendiri. Pemetaan hutan adat ini ditetapkan melalui Tumpukan sisa potongan kayu

log. Sebelum lahirnya IUPHHK-
MHA, izin pemanfaatan kayu
di Papua diberikan kepada

keputusan bupati dan/atau gubernur jika wilayah adatnya
melintasi kabupaten/kota. Kemudian, peta pemetaan hutan adat

ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata ruang dan Rencana perusahaan HPH, IPK, IPHHK
Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten untuk memperkuat untuk individu, dan IPK-MA
keberadaan wilayah hutan masyarakat adat. Pengaturan lebih yang kemudian ditiadakan

spesifik terkait pengakuan subjek dan objeknya, dan diteruskan karena gagal.

dengan pemetaan hutan adat di tingkat tapak ini, sebenarnya
menjadi fondasi yang kokoh dalam kerangka pengaturan soal
hutan selanjutnya, seperti pengaturan soal kesatuan pengelolaan
hutan (KPH), pengurusan hutan, peredaran dan pengolahan hasil
hutan, dan sebagainya.

Perdasus 21/2008 juga menegaskan bahwa pelaksanaan
pemanfaatan hutan pada semua fungsi kawasan hutan
(konservasi, lindung, dan produksi) mengikuti ketentuan di
dalam perdasus ini. Misalnya, pemanfaatan hutan berupa kayu,
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
hukum adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.
Masyarakat adat dapat memanfaatkan hutan pada semua
kawasan hutan sesuai dengan jenis perizinan pada fungsi
kawasan hutan. Perdasus ini memposisikan masyarakat adat
pada titik sentral, dan mengakomodir semua kepentingan
masyarakat adat atas hutan. Pelestarian fungsi hutan ditekankan
dalam proses pemanfaatan hutan; dan pada saat yang sama
masyarakat adat sendiri dapat memanfaatkan hutan untuk
kepentingan komersial dan non-komersial.
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Untuk kepentingan komersial, masyarakat adat dapat
membentuk badan usaha. Badan usaha ini dapat mengajukan
izin pemanfaatan hutan kepada pemda provinsi dan pemda
kabupaten. Dalam melaksanakan izin ini, badan usaha
masyarakat hukum adat dapat bekerja sendiri atau bermitra
dengan badan usaha lainnya. Salah satu bentuk izin yang

terbit berdasarkan Pasal 38 Perdasus 21/2008 adalah Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat
(IUPHHK-MHA). Pengaturan lebih detail soal izin ini diatur dalam
Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat
di Provinsi Papua (Pergub 13/2010).

Sebelum membicarakan IUPHHK-MHA, ada baiknya melihat
ulang sejumlah izin pengelolaan hutan serupa di Papua yang
pernah diterbitkan, seperti Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat
Adat (IPK-MA) dan Izin Hak Pengelolaan Hutan Adat (IHPHA).
Penelaahan ini penting untuk mendapatkan konteks lahirnya
[UPHHK-MHA ini, atau dalam wadah yang lebih luas sebagai
salah satu bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.

B.2.  IZIN PEMANFAATAN KAYU SEBELUM IUPHHK-MHA

Sebelum terbitnya IUPHHK-MHA, sudah ada kebijakan yang
menitikberatkan keberpihakan kepada masyarakat hukum

adat (MHA) dalam memanfaatkan kayu di Papua, berupa Izin
Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) yang dikelola
oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas). Izin ini lahir
dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/
Kpts-I1/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat
Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi pada tanggal 7 Mei 1999;
dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 318/Kpts-11/1999
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan.

Dua aturan yang lebih membuka akses pada masyarakat adat
mengelola hutan tersebut didorong oleh era baru desentralisasi
melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi juga mendorong
lahirnya UU Otsus Papua. UU Otsus Papua inilah yang mengatur
posisi masyarakat adat yang menguasai hutan di tanah Papua
dan mendapatkan manfaat dari hutan di sekitarnya.

Menanggapi keterbukaan itu, Pemerintah Provinsi Papua
kemudian mengatur sendiri soal pemungutan hasil hutan kayu
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ini (dengan SK Gubernur Papua No. No. 522.2/3386/SET/2002
tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh
Masyarakat Adat) dengan tidak mempedulikan ketidaksinkronan
antara Keputusan Menteri dengan peraturan pelaksanaanya
(Ketentuan dalam SK Menteri, pemungutan hasil hutan untuk
keperluan non-komersial dan izinnya diterbitkan oleh bupati;
sementara aturan pelaksanaannya izin pemungutan dapat untuk
keperluan komersial dan izin dikeluarkan oleh gubernur). IPK-MA
diterbitkan oleh gubernur, dan hanya berlaku untuk satu tahun.
Pemohon IPK-MA adalah perorangan, perusahaan swasta yang
bermitra dengan masyarakat adat, dan kelompok masyarakat
adat yang mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah lokal
dalam bentuk lembaga adat. Selain itu, didirikan pula Koperasi
Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS), yang melalui badan ini
masyarakat adat dapat mengajukan izin IPK-MA.

Sayangnya, IPK-MA ini tidak berhasil mewujudkan sebagaimana
tujuan awal pembentukannya. Sebab, ada keterbatasan modal dan
pengetahuan di lembaga adat yang menyebabkan mereka harus
bermitra dengan pihak lain, seperti: badan usaha milik daerah/
badan usaha milik negara, pemegang konsesi swasta, dan investor
swasta lainnya. Selain itu, partisipasi warga marga adat tempat
lokasi IPK-MA juga kurang terlibat. Hal itu semakin diperparah
dengan isi perjanjian kerja sama atau kemitraan yang tidak
berpihak pada lembaga adat (Tokede et all, 2005).

IPK-MA malah disinyalir menjadi selubung bagi pihak lain untuk
memanfaatkan kayu di Papua dengan cara memanfaatkan
aturan hukum yang tidak konsisten, tidak tegas, dan lemahnya
pengawasan di lapangan. Beberapa kali dilakukan operasi
pemberantasan pembalakan liar yang ditujukan pada pemilik izin
IPK-MA. Izin yang awalnya legal ini kemudian dianggap “tidak
legal” oleh pemerintah pusat sehingga aktivitasnya dibekukan
dan beberapa pihak kurang beruntung karena dianggap sebagai
pembalak liar (Mujiyanto dan Pietsaw, 2006).

IPK-MA dianggap memperluas terjadinya pembalakan kayu
secara tidak lestari. Ketentuan yang mengatur hak pemungutan
hasil hutan kayu oleh masyarakat adat ini kemudian dicabut pada
tahun 2005 melalui Permenhut Nomor 7 Tahun 2005. Pada sisi
lain, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ketentuan peran
serta masyarakat dalam pengusahaan hutan diduga masih tetap
diberlakukan atau belum dicabut. ®
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Pengurus KSU Tetom Jaya,

amssupenegno v C. KARAKTER IUPHHK-MHA
MHA menunjukkan peta blok

tebangan. Sejumlah pemegang

IUPHHK-MHA di Papua

telah menyelesaikan semua

prasyarat tata usaha kayu,

bahkan telah memiliki tenaga

ganis terlatih.

MELENCENGNYA IPK-MA dari tujuan awalnya membuat kebijakan yang
hendak memperluas dan mempertegas akses hak masyarakat adat atas
hutannya menjadi terhambat, dan mendapatkan stigma yang buruk.
Masyarakat dianggap belum bisa dipercaya dalam mengelola hutan
secara lestari. Padahal, tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat dan
di daerah serta sistem pengawasan kayu yang lemah membuat sistem
IPK-MA ini rentan disusupi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan
kayu dengan harga yang sangat murah. Di samping itu, masih terdapat
persoalan pokok yang belum terselesaikan, yakni tumpang tindih
kawasan hutan dengan wilayah adat. Hal ini membuat posisi masyarakat
semakin terjepit, dan menjadi pelaku pasif. Apalagi ketika mereka
mengerjakan sendiri pengelolaan hutan bisa dianggap ilegal, sementara
pihak-pihak yang memiliki konsesi hutan dengan “mencuri” wilayah adat
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mereka hanya memberi kompensasi yang tidak seberapa dan mungkin
upah buruh (Pietsaw, 2006).

Perlu diingat pula, hingga tahun 2008, belum lahir peraturan pelaksana
dari UU Otsus Papua, yang berkenaan dengan pengelolaan hutan oleh
masyarakat adat. Peraturan pelaksana itu baru lahir pada tahun 2008,
berupa Perdasus Provinsi Papua No 21/2008 tentang Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua No 22/2008
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat
Hukum Adat Papua, dan Perdasus Provinsi Papua No. 23/2008 tentang
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Perdasus 23/2008).

Perdasus 21/2008 inilah yang kemudian mendorong masyarakat adat
untuk mengelola hutan di sekitarnya dengan pelbagai ketentuan yang
sesuai dengan kaidah konservasi. Ada 16 peraturan pelaksana setingkat
peraturan gubernur yang harus diterbitkan untuk memastikan
pelaksanaan di lapangan. Beberapa peraturan pelaksana penting

sudah diterbitkan, seperti: pemetaan hutan masyarakat adat, perizinan
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, perizinan pemungutan hasil hutan
kayu, dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat.
Peraturan pelaksana yang disebut terakhir inilah yang melahirkan izin
dalam bentuk IUPHHK-MHA.

IUPHHK-MHA disusun sebagai instrumen untuk memperbaiki
kekurangan yang ada di IPK-MA. Perbaikan itu antara lain berupa
IUPHHK-MHA, yang lahir dari ketentuan yang ada di UU Otsus Papua
(Perdasus 21/2208 dan Pergub 13/2010) dan perbaikan tata kelola dalam
IUPHHK-MHA yang mengetengahkan tata kelola hutan lestari (kehadiran
pengawas lapangan di lokasi, tidak memakai alat-alat berat dalam
operasinya, pembatasan luas, kepastian lokasi, dll).

IUPHHK-MHA atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
merupakan jenis izin yang diberikan kepada masyarakat hukum adat,
sebagai pemilik hak ulayat di Papua, agar bisa memanfaatkan kayu

yang ada di hutan adatnya. IUPHHK-MHA ditetapkan melalui keputusan
gubernur; sementara RKU-nya disetujui oleh Kadishut Provinsi, dan
RKT-nya disahkan oleh Kadishut Kabupaten. Kegiatan yang dilingkupi
oleh [UPHHK-MHA ini adalah pemanenan atau penebangan, pengolahan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan
kayu.
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Tabel 1. Alur Proses Permohonan IUPHHK-MHA Pencadangan Lokasi IUPHHK-MHA Pergub Papua No.13/2013

KEPALA DINAS
BUPATI KEHUTANAN PROVINSI

Usulan
pencadangan lokasi

™ IUPHHK-MHA ™
Wy Wy

Bupati/Walikota menyampaikan
usul pencadangan kepada Gubernur
dengan tembusan Kepala Dinas
Provinsi dan Kabupaten/Kota

A 4

Membentuk Tim
Verifikasi lahan untuk
pencadangan lahan
IUPHHK-MHA

Pertimbangan
teknis

Menyampaikan
pertimbangan teknis
kepada Gubernur

GUBERNUR
SK pencadangan
lokasi IUPHHK-MHA ™

o €

QU

Gubernur menerbitkan
pencadangan IUPHHK-MHA
dengan keputusan

Untuk menjamin kepastian lahan, gubernur mencadangkan dan
menunjuk areal hutan sebelum I[UPHHK-MHA diterbitkan. Cadangan
wilayah ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Usulan pencadangan
ini berasal dari bupati, dan harus disertai peta lokasi dengan skala
1:50000 atau 25000. Tingkat ketelitian peta ini yang sangat bagus jika
dibandingkan dengan peta kawasan hutan yang biasanya (waktu itu)
berskala 1:250.000. Isu kepastian lahan ini penting, karena lokasi yang
diusulkan untuk ITUPHHK-MHA dapat berupa kawasan hutan produksi
tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi, kawasan budidaya non-
kehutanan/APL, dan areal yang sudah dibebani izin pemanfaatan kayu.
Dengan demikian, terlihat bahwa pencadangan ini dilakukan agar
kawasan IUPHHK-MHA harus clean and clear. Namun, jika pun berada
di areal kerja konsesi lain, [UPHHK-MHA masih tetap bisa diberikan
tetapi dengan pola harus dalam bentuk kemitraan dengan pemegang izin
sebelumnya.

Pihak yang bisa mengajukan IUPHHK adalah koperasi dan badan usaha
yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat. Luas maksimal [IUPHHK-
MHA adalah 5000 ha dengan masa berlaku selama 10 tahun, dan dapat
diperpanjang setelah izinnya habis. Persyaratan IUPHHK-MHA sendiri
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sebenarnya sudah jauh lebih detail daripada IPK-MA dulu, namun perlu
untuk memperhatikan kemampuan masyarakat adat. Misalnya, dalam
proses pemeriksaan lapangan awal, biayanya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten di lokasi calon
IUPHHK-MHA berada, atau dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Substansi dalam Pergub 13/2010 juga mengatur mengenai mekanisme
pemanfaatan (ada RKT dan RKU) yang melarang adanya alat berat
sehingga penebangan dilakukan dengan manusia atau gergaji rantai dan
diolah dengan portable sawmill. Dalam regulasi ini, diatur pula mengenai
mekanisme pemasaran, penatausahaan hasil hutan, dan seterusnya, yang
sebenarnya mengikuti aturan soal pemberian IUPHHK kepada pihak non-
masyarakat adat.

Tabel 2. Alur Proses Permohonan IUPHHK-MHA

KEPALA DINAS
PEMOHON KEHUTANAN PROVINSI

ﬁ a N m Pertimbangan teknis

ya
W —pg W
¢ Melakukan inventarisasi tegakan Kepala Dinas Kabupaten/
¢ Meminta persetujuan dari ketua Kota memberikan
lembaga adat pertimbangan teknis
¢ Membuat peta kerja BUPATI
¢ Meminta persetujuan teknis dari
dinas Kehutanan Kabupaten/Kota o N ﬁ
* Meminta rekomendasi dari e_
Bupati/Walikota Rekomendasi Bupati/Walikota ‘. ’
Mengajukan permohonan Bupati memberi.kan
IUPHHK-MHA kepada Gubernur rekomendasi
dengan tembusan Kepala Dinas
Provinsi dan Kabupaten/Kota KEPALA DINAS

KEHUTANAN PROVINSI

¥
I O QW

Dokumen tidak lengkap, Penilaian kelengkapan
— Gubernur akan menerbitkan persyaratan penilaian
surat penolakan pemohon (14 hari)
Surat | ¢— ﬂ ]
Penolakan | é—— Dokumen lengkap, Dinas kehutanan
‘l' melakukan (a) pemeriksaan area hutan
BERNUR yang dimohon untuk mengetahui
Gubernur Men?l:jtuskanuuntuk keadaan fisik lapangan; (b) timber
membehrltahu menyetujui atau menolak cruising untuk mengetahui potensi
permonhonan ermohonan tegaan intensitas 10% (30 hari)
ditolak (14 hari) P

J Pertimbangan teknis Memberikan pertimbangan

teknis kepada Gubernur (7 hari)

N
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Sekretaris KSU Sapu Saniye,
salah satu IUPHHK-MHA di
Kab. Sarmi menunjukkan
salah satu tegakan merbau di
lokasi izin KSU. Merbau saat
ini menjadi salah satu incaran
pelaku pembalak liar. Anggota
KSU sampai saat ini terus
memastikan keamanan lokasi
izin mereka, walau diakui hal
itu sangat berat.

C1

HASIL ASSESSMENT PADA PELAKSANAAN IUPHHK-MHA

Dari data yang bisa diakses sampai dengan tahun 2017, sudah
ada 18 [IUPHHK-MHA yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
Papua, dan masih ada empat IUPHHK-MHA yang dalam proses
perizinan. Total luas IUPHHK-MHA adalah 78.040 ha. Para
peneliti berkesempatan melakukan assessment terhadap tiga
pemegang IUPHHK-MHA yang berlokasi di Kabupaten Jayapura
dan Kabupaten Sarmi, yaitu KSU Jibogol (Jayapura), Kopermas
Tetom Jaya, dan Kopermas Sapusaniye di Kabupaten Sarmi. Dari
tiga pemegang IUPHHK-MHA itu, kami mengunjungi salah satu
areal kerja IUPHHK-MHA, yaitu lokasi Kopermas Sapusaniye
yang berada di Desa Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten
Sarmi.

Semua pemegang IUPHHK-MHA ini mengetengahkan cerita
yang hampir sama soal penantian mereka atas pelaksanaan
operasional izin yang sudah dipegang sejak tahun 2011. Mereka
merasa telah melewati semua proses izin, bahkan sudah
menyiapkan infrastruktur pengawasan peredaran kayu di
tingkat lapangan. Namun, sampai saat ini, masih belum bisa
mengambil manfaat dari izin tersebut. Pada titik yang sama,
mereka juga menunjukkan semakin masifnya peredaran kayu
tanpa izin yang berada di sekitar lokasi IUPHHK-MHA.
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Adarasa jengkel karena diperlakukan tidak adil. Mereka yang Pekerja mengangkut sejumlah

tidak memiliki izin seenaknya mengambil kayu dari wilayah adat ~ keyuyang diduga illegal

dengan membayar premi yang sangat murah, sedangkan pemilik yang ditebang dilokasi
IUPHHK-MHA Mo Make Unaf

IUPHHK-MHA belum bisa beroperasi dengan alasan yang mereka yang tidak terkelola karena

tidak ketahui. Ketua KOPERMAS Tetom Jaya, Hendrik Abowai, persoalan pengakuan izin.

bahkan merasa dijadikan “kelinci percobaan” oleh pemerintah, Lima tahun pertama pengurus

mengingat betapa panjangnya waktu untuk mendapatkan izin dan anggota KSU MO. Mak‘.e
Unaf selalu berpatroli menjaga

dan lamanya penantian sejak izin dipegang. lokasi izin, tetapi, karena tidak
ada kepastian patroli itu mulai

Tidak beroperasinya IUPHHK-MHA (dalam arti pemegang izin jarang dilakukan.

dapat memotong kayu yang berada dalam RKT, mengolah, dan

mengedarkannya tidak hanya di Papua, tetapi juga ke luar Papua)

tentu saja mengherankan. Dari hasil wawancara dengan pejabat

Dinas Kehutanan Provinsi Papua, letak permasalahannya berada

di ranah pertentangan tafsir antara pemerintah pusat yang

berpegang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan dengan pemerintah Papua yang berpegang pada

UU Otsus Papua. Pertentangan ini menyebabkan Pemerintah

Provinsi Papua tidak berani memberikan lampu hijau kepada

pemilik IUPHHK-MHA untuk mengambil manfaat dari izin yang

dipegangnya, bahkan kepada pemegang IUPHHK-MHA yang

sudah mengantongi persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tidak adanya lampu hijau tersebut membuat pemegang [UPHHK-
MHA juga enggan mengeksekusi di lapangan. Ada ketakutan
apabila tetap dijalankan (betapa pun mereka yakin dengan
legalitas IUPHHK-MHA), ada pihak lain di pemerintahan yang
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melihat IUPHHK-MHA ini tidak sesuai dengan peraturan
kehutanan, seperti kepolisian, yang bisa saja menangkap
pemegang [UPHHK-MHA dengan alasan mengambil kayu secara
ilegal (wawancara pribadi dengan pejabat Dishut Provinsi Papua,
9 Oktober 2017).

Dari assessment singkat di lapangan, ada beberapa catatan
penting yang bisa disimpulkan:

1. Izin [UPHHK-MHA beserta persetujuan RKU-nya rata-
rata dikeluarkan pada 2011-2012. KOPERMAS Tetom Jaya
mendapatkan IUPHHK dengan Nomor 100 Tahun 2011, dan
persetujuan RKU 2011-2022 melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/4106 pada
tanggal 23 Oktober 2012. Namun, tidak semua pemegang
IUPHHK-MHA sudah disepakati Rencana Kerja Tahunannya.
Berdasarkan catatan WWFE, hanya ada satu pemegang
[UPHHK-MHA yang RKT-nya disetujui, yaitu KSU Jibogol di
Jayapura (untuk dua lokasi IUPHHK-MHA);

2. Lokasi [IUPHHK-MHA umumnya merupakan wilayah adat
yang dimiliki oleh lintas marga. Ini menunjukkan adanya
semangat bekerja sama dan bergotong royong di antara
marga-marga yang ada. Misalnya, lokasi Kopermas Tetom
Jaya yang seluas 4800 ha, merupakan tanah adat yang
dikuasai oleh lima marga, yakni: Karuf, Korman, Sisre, Joks,
dan Warmo; sementara Kopermas Sapusaniye berada di
tanah yang dimiliki oleh marga Saweri, Catuwe, Yapo, Wabror,
Sawinai, Mirne, dan Orowai. Lokasi dengan luas 4800 ha ini
merupakan lokasi yang sudah dipetakan dan bebas konflik
klaim antarsuku atau antarmarga;

3. Dilokasi IUPHHK-MHA masih minim terjadi penggesekan
kayu. Rata-rata masih dijaga oleh para pemegang IUPHHK-
MHA sampai mereka mendapatkan lampu hijau dari
pemerintah. Pada umumnya, penggesekan kayu ini hanya
untuk memenuhi kebutuhan kayu di kampung dan bahan
membuat mebel skala rumah tangga;

4. Beberapa pemimpin dari KSU/Kopermas bukan merupakan
pemimpin adat atau berasal dari marga di lokasi IUPHHK-
MHA berada. Hal ini menggambarkan adanya pengakuan
pada asas meritokrasi; tidak hanya primordial. Sesuatu
yang sebenarnya lumrah ditemui dalam struktur adat di
Papua. Kepemimpinan marga biasanya memang primordial
(keturunan satu darah dan laki-laki), tetapi untuk
persekutuan marga, siapa pun bisa memimpin asalkan punya
kemampuan dan dipercaya oleh marga-marga yang bersekutu;
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5. Lokasi [IUPHHK-MHA berada pada lokasi yang cukup jauh
dari kampung, dan dengan medan yang cukup berat. Hal ini
bisa dilihat di lokasi Kopermas Sapusaniye di Pantai Barat,
Kabupaten Sarmi, di mana lokasi IUPHHK-MHA berjarak
kurang lebih lima kilometer dari kampung, dan melewati
beberapa sungai dangkal dan rawa. Kondisi ini membuat
mereka berharap mendapatkan bantuan berupa alat-alat
berat. Padahal, salah satu persyaratan IUPHHK-MHA adalah
tidak diperkenankan memakai alat berat (eskavator dan
sejenisnya) dalam memotong dan mengambil kayu dari hutan;

6. Beberapalokasi IUPHHK-MHA berada di atas lahan hutan
yang masih ada konsesi aktif di atasnya. Dalam proses
mendapatkan IUPHHK-MHA, kondisi ini mengharuskan
pengusul IUPHHK-MHA mendapatkan persetujuan
pengurangan wilayah usaha/kerja dari pemegang konsesi
sebelumnya. Dalam satu kasus, yakni di KSU Mo Make Unaf
di Merauke, persetujuan atas pengurangan areal kerja yang
awalnya disepakati ternyata dicabut oleh manajemen baru
dari PT Selaras Inti Semesta (wawancara pribadi dengan
pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017). Di masa
mendatang, kondisi ini tentu akan menyulitkan kinerja
IUPHHK-MHA, karena umumnya berada di atas kawasan
hutan produksi yang sudah ada konsesinya dengan catatan
bahwa [UPHHK-MHA sejatinya diberikan di atas tanah hak
ulayat dari masyarakat adat. Artinya, ada tumpang tindih
lahan antara klaim negara dengan masyarakat adat. ®
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D. TANTANGAN DALAM
PELAKSANAAN IUPHHK-MHA
DAN PENGELOLAAN HUTAN
OLEH MASYARAKAT ADAT

DARI hasil assessment yang dilakukan, permasalahan yang dapat
ditarik ke ranah yang lebih luas, terutama dalam hubungannya dengan
pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, adalah pergeseran status
kawasan hutan dari hutan negara menjadi hutan adat, dan pelaksanaan
otonomi khusus. IUPHHK-MHA merupakan pelaksanaan kewenangan
dari Pemerintah Provinsi Papua yang didapatkan dari UU Otsus Papua.
Namun, dalam implementasinya, menemui kendala dari pemerintah
pusat yang tidak bisa menerima keberadaan IUPHHK-MHA.

Kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah
pusat terkait otonomi khusus di Papua. Di satu sisi, mendorong
pelaksanaan otonomi khusus sebagai jalan rekonsiliasi agar dapat
meraih kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat, sekaligus
menjadi jalan penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua, seperti
memperkuat perlindungan atas hak-hak dasar penduduk asli Papua,
penghormatan atas hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan
ekonomi. Pada sisi lain, inisiatif dari pemerintah Papua yang lahir dari
otonomi khusus dimaksudkan untuk memperkuat hak-hak penduduk
asli Papua/masyarakat adat Papua, dan memberi peran lebih kepada
penduduk asli Papua untuk memanfaatkan kekayaan alam berupa hutan,
yang dalam pelaksanaannya malah dihambat hanya karena melanggar
aturan sektoral dan tidak memiliki nomenklatur di dalam sistem tata
kelola kayu nasional.

Padahal dalam UU Otsus Papua jelas disebutkan bahwa kewenangan
pemerintah Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, peradilan, dan
kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Otonomi khusus memang tidak secara
langsung menyebutkan kewenangan pemerintah Papua dalam mengelola
hutan atau kekayaan alam lainnya yang ada di Papua.
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Salah satu fondasi utama dari UU Otsus Papua adalah adanya pengakuan  Lokasi IUPHHK-MHA milik KSU

Mo Make Unaf di Merauke,

dan penguatan hak-hak orang asli papua atas tanah hak ulayat, yang lokasi izin ini terletak di

dari fondasi ini muncul kewenangan khusus Papua dalam mengelola areal IUPHHK-HTI milik
sumber daya alamnya. Prinsip dalam memanfaatkan sumber daya PT SIS. Pengurus koperasi
adalah: 1) menghormati hak-hak masyarakat adat; 2) memberikan yang juga masyarakat

adat pemilik tanah ulayat
telah memiliki kesepakatan
kerjasama dengan pihak

jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta 3) prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan, dan 4) pembangunan yang berkelanjutan yang

pengaturannya ditetapkan dengan perdasus. Perdasus yang mengatur perusahaan pada awal izin

soal hutan adalah Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan diproses. Hampir satu dekade

Hutan Berkelanjutan di Papua. Kehadiran Perdasus ini memperkuat penantian masyarakat adat
Mo Make Unaf untuk dapat

kewenangan khusus Papua dalam mengelola hutan. menanfaatkan hasil hutan

kayu di lokasi izin ini. Akan
Dari sisi UU Kehutanan, sebenarnya IUPHHK-MHA sejalan dengan tetapi, sampai saat ini belum
semangat penghormatan hak masyarakat adat atas hutan. Undang- ada kejelasan dari pemerintah.
Undang Kehutanan memberi ruang kepada masyarakat hukum
adat untuk mengelola hutan adatnya (Pasal 37 Ayat (1)). Kedudukan
masyarakat adat dalam mengelola hutan semakin kuat dengan
terbitnya Putusan MK 35/PUU-X/2012, yang menganulir ketentuan
yang memasukkan hutan adat ke dalam hutan negara. Sampai saat ini,
status hutan adat keluar dari hutan negara, dan hutan adat dikelola oleh
masyarakat adat sendiri. [IUPHHK-MHA merupakan pengejawantahan
kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan adat yang ada di
wilayah adat mereka.

Seorang pejabat di KLHK pada wawancara tanggal 13 November 2017
mengemukakan pandangan lain tentang “tumpang tindih peraturan” ini.
Menurutnya kehadiran izin pengelolaan hutan (utamanya kayu) di luar
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aturan sektoral kehutanan (yang hanya bisa dikeluarkan oleh menteri)
bisa dimaklumi, sebagai konsekuensi otonomi khusus, seperti yang
terjadi di Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Izin-izin tersebut tidaklah ilegal
atau bertentangan dengan aturan sektoral, karena memang muncul dari
kamar undang-undang yang berbeda. Izin-izin itu sah dan mengikat.

[UPHHK-MHA sejatinya juga izin yang sah dan mengikat, dan
konsekuensi yang lahir dari izin itu bisa berlaku di wilayah Indonesia.
Hanya saja, pejabat di KLHK itu menegaskan bahwa meskipun I[UPHHK-
MHA ini sah dan mengikat tetapi karena tidak dikenal dalam sistem
administrasi perkayuan (yang hanya diatur dengan aturan kehutanan)
maka ia sulit untuk diintegrasikan ke dalam sistem administrasi
perkayuan.

Contoh yang sama juga terjadi di Aceh. Melalui SK Gubernur Aceh Nomor:
522.51/BP2T/4729/2010 tanggal 7 Juni 2010, Pemerintah Provinsi Aceh
menerbitkan IUPHHK-HTI kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry
(PT RPPI) pada lahan seluas 10.384 ha di Kecamatan Nisam Antara, Aceh
Utara. Keberadaan IUPHHK-HTI PT RPPI itu diakui legalitasnya, tetapi
tidak masuk dalam sistem administrasi perkayuan nasional.

Dengan mencontoh kejadian di Aceh tersebut, pejabat KLHK di atas
menegaskan bahwa penolakan terhadap adanya IUPHHK-MHA di
Papua tidak murni alasan hukum, tetapi lebih bernuansa politik terkait
dengan isu separatisme Papua. Sebuah kekhawatiran yang cukup aneh,
karena pada satu sisi meyakini bahwa otonomi khusus masih berada

di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada
saat yang sama, tidak mengakui produk hukum atau izin yang lahir dari
otonomi khusus itu sendiri. Inkonsistensi ini justru semakin memperkuat
anggapan bahwa kebijakan pemerintah di dan atas Papua mengabaikan
nilai-nilai lokal, struktur pemerintah adat, dan melemahkan penguatan
hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Benturan perundangan ini mestinya tidak terjadi jika masing-masing
pihak mampu melihat gambaran besar penyelesaian konflik di Papua,
yang tercatat sebagai konflik terpanjang di Negara Kesatuan Republik
Indonesia sejak negara ini merdeka. Stigma separatis ke satu sisi dan
stigma penjajah ke sisi lainnya, terabaikannya hak-hak dasar sosial
budaya orang asli Papua, tidak dilindunginya hak-hak masyarakat adat
atas sumber daya alam, ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan,
pelayanan dasar adalah hal-hal yang nyata di Papua dan lebih mendesak
diselesaikan, ketimbang memelihara kecurigaan berlebihan.
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D. 1. PENGARUH TERBITNYA UNDANG-UNDANG PEMDA TAHUN 2014

Dua hal yang akan disasar dalam tulisan ini adalah dampak
lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (UU
Pemda) terhadap pengakuan masyarakat hukum adat dan urusan
kehutanan. Dalam hal pengakuan hak-hak masyarakat hukum
adat, UU Pemda mengaturnya dalam dua urusan: lingkungan
hidup dan sosial.

Urusan lingkungan hidup mencakup pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat
hukum adat. Urusan ini juga mencakup pemberdayaannya yang
masih mengikuti pola lama dengan membagi kewenangan antar
tingkat pemerintahan berdasarkan batas administratif. Dengan
demikian, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang
berada dalam satu kabupaten berada di tangan pemerintah
kabupaten, yang berada di lintas kabupaten berada di tangan
pemerintah provinsi, dan yang berada di lintas provinsi berada di
tangan pemerintah pusat.

Sementara untuk urusan sosial berkaitan dengan pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hanya urusan pemerintah
dalam penetapan lokasi KAT yang berada di tangan pemerintah
pusat; sementara pemberdayaan dan pengaturan soal urusan
sumbangan, kewenangannya menyebar di jenjang pemerintahan
berdasarkan batas administratif.

Sebagai catatan, tulisan ini tidak dalam kapasitas memberikan
pandangan bahwa pola ajeg yang selama ini dipakai (dengan
pembagian kewenangan pengakuan masyarakat hukum adat
dari pusat sampai kabupaten) lebih menguntungkan masyarakat
adat atau malah menjadi pangkal masalah sulitnya pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat.

Apabila dihubungkan dengan keberadaan otonomi khusus di
Papua, kelahiran UU Pemda tidak akan memengaruhi proses
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur di
dalam UU Otsus Papua dan peraturan pelaksananya. Pengaturan
pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Pemda terkait
dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sudah
sama dengan pengaturan di dalam UU Otsus Papua. Misalnya,
dalam Perdasus 22/2008 menyatakan bahwa penetapan
keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan perda
provinsi (untuk masyarakat hukum adat yang melewati dua/lebih
kabupaten) dan perda kabupaten/kota (untuk masyarakat hukum
adat yang berada di satu kabupaten/kota). Dalam batas tertentu,
harmonisnya pengaturan pembagian kewenangan pengakuan
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keberadaan masyarakat adat ini menjadi peluang besar bagi
Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan salah satu cita-cita
terbitnya otonomi khusus.

Dalam hal pengurusan kehutanan, UU Pemda melakukan
perubahan dengan menghilangkan hampir semua kewenangan
kehutanan yang ada di kabupaten/kota (Pasal 14 UU Pemda).
Kewenangan di bidang kehutanan yang masih berada di tingkat
kabupaten hanya pengaturan Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang
berada di satu kabupaten/kota. Di sisi lain, UU Otsus di Papua
sendiri pada dasarnya mengatur kewenangan otonomi khususnya
kepada provinsi, bukan kepada kabupaten/kota, sehingga sudah
sesuai. Masalahnya, pengaturan soal kehutanan yang diatur

oleh UU Otsus Papua masih memiliki banyak kesamaan dengan
pengaturan kehutanan di tingkat nasional (yang sebelum lahir
UU Pemda membagi kewenangan kehutanan sampai ke tingkat
pemerintah kabupaten/kota).

Dengan demikian, ketika ada penghilangan kewenangan
kehutanan di tingkat kabupaten/kota, implementasi kewenangan
kehutanan di Papua juga turut terpengaruh. Pemerintah Provinsi
Papua tampaknya sangat memanfaatkan lahirnya UU Pemda

ini. Pemerintah Provinsi Papua mengikuti ketentuan dalam

UU Pemda yang menghilangkan hampir semua kewenangan
kehutanan di kabupaten. Contoh yang paling bisa dilihat adalah
tidak ada lagi aparat pemerintah yang mengurus kehutanan

di tingkat kabupaten. Di beberapa kabupaten, sudah tidak ada
aktivitas yang berkaitan dengan urusan kehutanan; yang tersisa
hanya gedung-gedung kantor dinas kehutanan yang tidak
terurus. Saat ini proses transisi sedang berlangsung, misalnya,
adanya rencana pembentukan unit pelaksana teknis hutan di
kabupaten atau rotasi pegawai eks-dinas kehutanan kabupaten.
Sampai laporan ini ditulis, prosesnya masih berjalan.

Dampak umum yang paling terlihat adalah tidak adanya
pengawasan langsung di tingkat tapak yang bisa menjadi peluang
terjadinya pelanggaran atau kejahatan kehutanan. Di masa depan,
dampak lain yang potensial terjadi adalah jika UPT kehutanan
yang berada di masing-masing kabupaten terbentuk, koordinasi
(dengan Dishut Provinsi) akan lebih sulit dan lebih mahal
mengingat kondisi geografis Papua. Sedangkan dampak bagi
masyarakat berupa pengurusan perizinan yang lebih mahal dan
sulit karena pengurusan izinnya terpusat di ibu kota provinsi.

Dampak pada pengaturan soal IUPHHK-MHA terlihat jelas, dan
karenanya memerlukan revisi jika ingin IUPHHK-MHA tetap
ada setelah tahun 2014. Peran kabupaten/kota (yang dalam hal
ini diwakili oleh dinas kehutanan) dalam pengurusan IUPHHK-
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MHA berada pada saat pengajuan izin, pemeriksaan kelengkapan
syarat, sampai [UPHHK-MHA beroperasi di lapangan. Peran
Kantor Dishut Kabupaten dalam pengurusan IUPHHK-MHA
yang menghilang akibat terbitnya UU Pemda, antara lain berupa
rekomendasi bupati kepada gubernur untuk calon pencadangan
lokasi, pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Pasal 6 Pergub
13/2010), penentuan TPK Hutan atau TPK antara (Pasal 14 Pergub
13/2010), pengesahan LHP (Pasal 18 Pergub 13/2010), pengawasan
terhadap dokumen FAKO (Pasal 22 Pergub 13/2010), pengawasan
dan pengendalian teknis, pembuatan laporan rekapitulasi hasil
dari [UPHHK-MHA serta penjatuhan sanksi berupa penghentian
layanan (Pasal 28, 29 dan 31 Pergub 13/2010).

Pengaruh terbitnya UU Pemda juga bisa terkait dengan tata
administrasi kayu, seperti dalam Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu Rakyat atau IUIPHHK-Rakyat, yang salah satu
sumber kayunya berasal dari IUPHHK-MHA. Beberapa ketentuan
yang perlu disesuaikan adalah peran bupati yang memberikan
izin JTUIPHHK Rakyat untuk kapasitas industri di bawah 2000
kubik/tahun (Pasal 10 Pergub 15/2010) serta penetapan dokumen
FAKO Rakyat.

D.2. FONDASI TIDAK DIBANGUN DULU: PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT
DAN KEPASTIAN WILAYAHNYA

Selain tantangan dari luar Papua, hasil assessment atas [UPHHK-
MHA juga menemukan masalah dari internal pemerintah Papua
sendiri. Permasalahannya itu sebenarnya lebih banyak pada soal
taat asas dan prosedur yang dibuatnya sendiri, selain terdapatnya
hambatan yang sifatnya lebih struktural (kurangnya SDM,
dukungan finansial dari pemda, dll).

Bergerak mundur ke belakang sebelum lahirnya I[UPHHK-

MHA, kita akan menemukan bahwa ada faktor penting yang
terlewatkan dalam alurnya, terutama dalam proses pengakuan
masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Perdasus 21/2008
menegaskan terlebih dahulu soal pengakuan atas hak-hak
masyarakat adat dan menetapkan kriteria masyarakat adat
sebelum mengatur mengenai hutan. Kewenangan atas hutan lahir
dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ini persoalan
yang fundamental yang harus dibahas sebelum masuk ke dalam
persoalan administrasi dan pemanfaatan hutan. Masyarakat
hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai
dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Pengakuan atas
hak-hak masyarakat adat ini perlu ditegaskan melalui keputusan
administratif dari pemerintah Papua. Tata caranya mengikuti
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Pohon linggua (Pterocarpus
spp.) yang telah diberi tanda
oleh pemegang IUPHHK-
MHA KSU Sapu Saniye.
Penandaan pohon seperti ini
telah memenuhi ketentuan
teknis tata usaha kayu, juga
memungkinkan pelacakannya
dalam usulan rencana kerja
tahunan (RKT), termasuk siapa
anggota koperasi yang berhak
menebangnya.

aturan lain yang diatur dalam
bentuk Perdasus 22/2008
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Alam Masyarakat Hukum
Adat Papua dan Perdasus
23/2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat

dan Hak Perorangan Warga
Masyarakat Hukum Adat atas
Tanah. Dengan demikian,
tiga perdasus ini (Perdasus

21, 22, dan 23 Tahun 2008)
harus dibaca dalam satu
napas ketika membicarakan
hak masyarakat adat dan
pengelolaan kekayaan alam di
Papua.

Membandingkan tiga aturan di
atas, pengaturan masyarakat
adat di Papua sebenarnya
tidak integratif, dan masih
memperhitungkan keberadaan
masyarakat adat yang berada
di dalam atau di luar kawasan
hutan (polanya serupa dengan
kebijakan pengakuan MHA

di tingkat pusat). Ini karena
pengaturan mengenai hak
ulayat dan perseorangan
masyarakat hukum adat diatur
berbeda dengan pengaturan
mengenai hutan masyarakat
hukum adat. Dengan

proses identifikasi, proses
pemetaan, dan penetapan
yang berbeda, keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan
dengan peraturan daerah (perda), baik perda provinsi atau perda
kabupaten/kota (Perdasus 22/2008); sementara hak ulayat atau
perseorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Gubernur
(Perdasus 23/2008).

Selain pengakuan keberadaan masyarakat adat yang ditetapkan
dengan perda, Perdasus 21/2008 juga mengatur soal wilayah adat
dan pemetaannya. Peta hutan adat sendiri ditetapkan dengan
keputusan bupati dan nantinya harus diintegrasikan ke dalam
RTRW Kabupaten dan Provinsi.
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Tabel 3. Perbandingan Tiga (3) Perdasus terkait Pengakuan MHA dan Wilayahnya

PERDASUS 21/2008 PERDASUS 22/2008

PERDASUS NO. 23/2008

Identifikasi MHA dan
pemetaan hutan di Pengakual\r,\l:l(zberadaan Hak ulayat dan perseorangan
wilayah adat

SYARAT DAN UNSUR SYARAT DAN UNSUR
Memiliki wilayah hukum adat
yang jelas dengan batas-
batas tertentu yang diakui
oleh masyarakat hukum adat
yang berbatas:jar][ der]gan wilayah Adanya norma-norma hukum,
adatnya, struktur kelembagaan adat
dan sistem kepemimpinan

SYARAT DAN UNSUR

Adanya wilayah adat dengan
batas-batas yang diakui oleh
masyarakz:(t. hukunlw adat di Tatanan hukum adat yang berlaku
sekitarnya; dalam masyarakat hukum adat yang
bersangkutan serta struktur penguasa
adat yang masih ditaati oleh warganya;

Diatur di dalam hal yang diteliti oleh
tim peneliti:

Memiliki pranata hukum dan

struktur kelembagaan adat; yang secara nyata berfungsi Tata cara pengaturan, penguasaan dan
penggunaan hak ulayat masyarakat
o — untuk mengatur para warga
Memiliki hubungan religi dan kat hukum adat hukum adat dan atau hak perorangan
historis dengan wilayah adatnya. masyzra a lli f:m.a d a warga masyarakat hukum adat atas tanah
yang bersangxutan, dan berdasarkan hukum adat asli masyarakat
m Adanya hubungan saling hukum adat yang bersangkutan;
A ketergantungan yang bersifat Penquasa adat vang berwenan
Pemkab/kota lakukan identifikasi religi antara masyarakat hukum men at?Jr eruntuk};n gan en u?]aan
dan fasilitasi pemetaan wilayah adat dan wilayah yang menjadi gaturp pengg
hutan MHA: hak masyarakat hukum adat serta penguasaan hak ulayat masyarakat
' ’ hukum adat dan atau hak perorangan
Diatur lebih lanjut di dalam warga masyarakat hukum adat atas
Pergub 16/2010: ada panitia m tanah; dan
Idmlfllzk(?j?i)gﬁ?uieorreel:abaun gg;an Tidak ada penjelasan proses Batas-batas wilayah yang diakui sebagai
berita acara pemetaan Prl)utar; penetapan keberadaan MHA; hak ulayat masyarakat hukum adat dan
adat ditandatangani oleh panitia Ada mengatur mengenai proses atahuuizll;pae(;;aallgzr;av:]l::]ggiizzizﬁ;ankat
pemetaan hutan MHA. petﬁzgnavr\:':fey;:r:;;aa: l\F;lrl?lzes oleh masyarakat hukum adat yang
P P bersangkutan.
PENETAPAN
Penetapan Keberadaan MHA
mengikuti I:\;I.\rl_cli:.sus tentang PeraturT(n bDaerah /Plzovmm atau Keberadaan MHA dan hak ulayat/
' abupaten/Kota perseorangan ditentukan dengan hasil
Penetapan peta kawasan hutan penelitian;
di wilayah adat ditetapkan oleh

Bupati/Walikota (dalam satu
kabupaten/kota) atau Gubernur
(lintas kabupaten/kota).

Pembentukan panitia peneliti yang
disahkan dengan Keputusan Bupati/
Walikota (dalam satu kabupaten/kota)
atau Gubernur (lintas kabupaten/kota);

Laporkan hasil ke Bupati/gubernur;

Setelah penetapan ada proses pendaftaran
tanah hak ulayat atau perseorangan ke
dalam buku tanah di BPN.

PENETAPAN

Surat Keputusan Bupati/Walikota atau
Gubernur (dilampiri dengan peta)
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Membandingkan antara proses IUPHHK-MHA dengan urutan proses
pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya, tampak ada proses yang
terlewati. Proses yang terlewati itu—pencadangan wilayah, pemetaan
wilayah, dan pengakuan masyarakat hukum adat—sayangnya
disebutkan dengan jelas di dalam peraturan (eksplisit). Bukan proses yang
bisa disimpangi dengan diskresi dari pejabat negara. Tim Verifikasi MHA
hampir tidak ada di setiap kabupaten di mana [IUPHHK-MHA berada,
dan tidak ada perda, baik dari provinsi atau kabupaten, yang mengakui
keberadaan masyarakat adat. Selain itu, tidak ada pula pencadangan
wilayah adat yang menjadi titik awal sebelum adanya penetapan
wilayah adat dan izin pemanfaatan yang lahir di atasnya. Pencadangan
wilayah adat serta penunjukan areal hutan untuk kepentingan perizinan
[UPHHK-MHA seharusnya ada dan sudah ditetapkan oleh gubernur
setelah mendengarkan usulan dari bupati/walikota (Pasal 2 Pergub
13/2010) sebelum adanya [UPHHK-MHA.

Kondisi ini menyebabkan pengakuan semua hutan alam yang dimiliki
oleh masyarakat adat tidak memiliki kekuatan administratif ketika
berhadapan dengan kondisi lapangan di mana hutan alam itu pun

sudah diklaim sebagai kawasan hutan negara. Alih-alih memperkuat
keberadaan otonomi khusus dan hak-hak masyarakat adat atas hutan,
IUPHHK-MHA ini seperti menari di atas fondasi yang tidak kokoh.
Ketidakberanian memberikan lampu hijau agar beroperasi juga
dipengaruhi fakta bahwa lokasi IUPHHK-MHA masih berada di atas
hutan negara. Pergeseran menjadi hutan adat terjadi jika ada pengakuan
dalam bentuk peraturan daerah (sayangnya permintaan pengakuan
dengan perda ini juga diatur di dalam perdasus dan tidak hanya diminta
oleh UU Kehutanan tahun 1999) yang sayangnya proses itu tidak
ditempuh. Begitu pula tidak dilakukannya pemetaan dan penetapan
wilayah adat, yang sangat penting dalam menegaskan dan menggantikan
posisi negara sebagai pengampu dari hutan dan wilayah adatnya.

Tidak aneh jika ada kejadian di mana Koperasi Mo Make Unaf yang tidak
berhasil memperkuat kesepakatan enclave wilayah kerja dengan PT
Selaras Inti Semesta, kemudian dibatalkan begitu saja oleh manajemen
baru. Hal ini terjadi karena setelah ada kesepakatan pengurangan
wilayah kerja tidak ditindaklanjuti dengan penataan batas yang kerjakan
oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/Planologi yang akan
melakukan penataan batas antara wilayah konsesi dengan wilayah KSU,
dan perubahan ini harus terlihat dalam perubahan SK IUPHHK-HTI PT
Selaras Indah Semesta.

Apabila gubernur menetapkan cadangan wilayah adat yang akan
diberikan izin IUPHHK-MHA, kemudian ada pemetaan wilayah adat

dan sekaligus penetapan dalam perda untuk mengakui keberadaan
masyarakat adat, maka pemegang IUPHHK-MHA tidak akan menghadapi
kendala seperti yang terjadi di kasus Mo Make Unaf. Perda ini menjadi
dasar bagi negara untuk menggeser posisinya dari wilayah adat, dan
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menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat. Keberadaan
konsesi di atas wilayah adat tentu saja dihormati namun tetap harus
menyesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat adat yang sekarang
menjadi pengampunya.

Dishut Provinsi beralasan tidak dilaksanakannya terlebih dahulu
pencadangan, pemetaan wilayah adat, dan pengakuan masyarakat adat
lewat perda, karena akan ada resistensi dari pemerintah pusat. Ada
ketakutan bahwa bisa jadi wilayah yang dicadangkan sudah ada izin
atau sedang dialokasikan buat izin lainnya (wawancara dengan pejabat
Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober 2017). Padahal, resistensi tetap terjadi
terhadap [UPHHK-MHA, bahkan dengan beban tambahan berupa
harapan masyarakat pemegang IUPHHK-MHA yang semakin menurun
tajam. Pencadangan areal hutan atau wilayah adat dilakukan tanpa
harus membawa-bawa dulu masyarakat sehingga ketika kompromi tidak
tercapai antara pemerintah pusat dan Papua, yang menanggung beban
lebih sedikit.

Selain itu, ada juga pandangan yang melihat bahwa pendekatan formil
dan legalistik tidak cocok dengan kondisi Papua. Pandangan ini tentu
bisa dimaklumi di tengah kondisi birokrasi Papua yang masih minim
SDM berkualitas. Agar masyarakat adat bisa mengelola hutan adat yang
menjadi haknya, serangkaian proses birokrasi panjang harus dilakukan
secara penuh dengan mempertimbangkan kepentingan politik dan
ekonomi. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan, mengapa persyaratan itu
perlu didetailkan dalam peraturan kalau nyatanya dengan mudah bisa
disimpangi dengan alasan tidak cocok dengan kondisi lokal? Ada problem
pembuatan rencana atau aturan yang luput memahami kondisi lokal

dan keengganan untuk melaksanakan yang sudah direncanakan sesuai
aturan yang dibuatnya sendiri.

Harus diakui bahwa kebijakan nasional pengakuan masyarakat adat
dan wilayahnya dalam kurun waktu 2008-2012 (sewaktu Perdasus

21,22, 23 Tahun 2008 dan IUPHHK diterbitkan) masih belum bisa
dilaksanakan dengan optimal di lapangan. Masyarakat hukum adat
diakui dalam UUD 1945 dan sudah ada peraturan pelaksana di tingkat
menteri untuk melaksanakan pengakuannya, namun hambatan dari
sektoral kementerian sangat kuat. Intinya, tidak ada kemauan politik
untuk mewujudkannya di tingkat lapangan. Hambatan ini juga terjadi di
tingkat lapangan (utamanya di kawasan hutan-yang bagi banyak pejabat
memahaminya sebagai kawasan hutan sama dengan hutan negara) yang
bisa membuat pembuat kebijakan IUPHHK-MHA berpikir peluangnya
akan lebih kecil terwujud apabila semua ketentuan tentang pengakuan
masyarakat hukum adat dilakukan secara konsekuen.

Meski demikian, secara pelan-pelan kebijakan pengakuan itu semakin
muncul ke permukaan. Telah lahir berbagai koreksi atas peraturan
yang menghambat (misalnya, dalam bentuk Putusan MK 45/2011 dan
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Putusan MK 35/2012), dan pengaturan yang lebih komprehensif dalam
penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan (Peraturan Presiden No.

88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan—Perpres 88/2017). Kebijakan pengakuan masyarakat hukum

adat semakin mendapatkan momentum yang kuat dalam pemerintahan
sekarang (2014-2019), baik itu lewat program perhutanan sosial berupa
hutan adat dan reforma agraria. Dari sisi ini justru pengakuan atas
masyarakat hukum adat baik berupa pemetaan wilayah adat, hutan adat,
dan hak komunal mendapatkan waktu yang tepat untuk diwujudkan di
Papua. @
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E. NSPK: APAKAH BISA MENJADI
JALAN KELUAR?

OTONOMI daerah telah membagi urusan pemerintahan menjadi dua:
urusan pusat dan urusan daerah, tak terkecuali terhadap daerah otonomi
khusus seperti Papua. UU Pemda membagi urusan tersebut menjadi
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan
urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan daerah adalah segala
urusan pemerintahan yang masuk dalam kelompok urusan konkuren.
Agar terciptanya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan
urusan yang telah dimandatkan tersebut, pada bagian Penjelasan

UU Pemda disebutkan bahwa kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur,

dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah
dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan
pembinaan.

Sebelum lahirnya UU Pemda tahun 2014, konsep NSPK ini mulai santer
setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (PP 38/2007). Pasal 1
angka 6 peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa kebijakan
nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar,
prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman
penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan NSPK dilakukan oleh
menteri atau kepala lembaga nonkementerian untuk pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan kehutanan, merupakan salah
satu urusan yang dikategorikan sebagai urusan pilihan oleh UU Pemda.
Sehingga untuk pelaksanaan urusan kehutanan oleh pemerintah daerah,
dalam hal ini bisa diartikan harus berdasarkan NSPK yang dibentuk oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meski demikian, penyusunan NSPK harus memperhatikan keserasian
hubungan pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar
pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka
bernegara (Pasal 9 ayat (2) PP 38/2007), terutama terhadap daerah dengan
otonomi khusus. Dalam penyusunan NSPK, apabila menteri/atau lembaga
pemerintah non-departemen dalam kurun waktu 2 tahun sejak PP
38/2007 diundangkan belum membuat NSPK, maka pemerintahan daerah
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dapat menyelenggarakan langsung urusan yang menjadi kewenangannya
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
sampai ditetapkannya NSPK.

Dalam hal urusan kehutanan, Provinsi Papua sebagai daerah otonomi
khusus telah membentuk serangkaian peraturan daerah otonomi khusus
yang mengatur urusan kehutanan, salah satunya dalam hal pemanfaatan
hasil hutan. Artinya, apabila pemerintah pusat ingin menyusun NSPK
berkaitan dengan urusan kehutanan bagi Provinsi Papua harus sejalan
dengan arah kebijakan politik daerah, apalagi Provinsi Papua merupakan
daerah khusus, yang salah satu kekhususannya berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam.

Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, Pemerintah Provinsi
Papua mengenalkan model izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA). Instrumen izin ini tidak
dikenal dalam nomenklatur perizinan di sektor kehutanan yang dikelola
oleh KLHK. Untuk mengakomodir usulan yang menjadi aspirasi daerah
ini, Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat (dalam hal ini oleh
KLHK) telah sepakat membentuk NSPK untuk menjembatani gagasan
yang lahir dari daerah dengan tata aturan yang ada di KLHK.

Dari beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan urusan
kehutanan yang dibentuk oleh Provinsi Papua dalam rangka
menjalankan otonomi khusus, gagasan untuk membentuk NSPK yang
diusulkan khusus mengenai mekanisme perizinan yang diberikan kepada
masyarakat adat yang diatur di Pergub 13/2010 jo. Perdasus 21/2008.
Gagasan pembentukan NSPK ini telah dituangkan dalam Rancangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang NSPK
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam Pada
Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua. Draf terakhir yaitu versi 27
Juni2016.

Keberadaan gagasan NSPK dalam pemanfaatan hasil hutan kayu oleh
masyarakat hukum adat di Provinsi Papua harus memperhatikan
kekhususan Papua. UU Otsus Papua memberikan keleluasaan kepada
Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan hak-hak
dasar masyarakat Papua. Hal menarik dengan keberadaan UU Otsus
Papua tersebut adalah penempatan sumber daya alam yang berpihak
pada masyarakat adat, dan menempatkan pengelolaan sumber daya alam
dalam kerangka pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat.

Hutan memang tidak disebut secara implisit dalam UU Otsus Papua
sebagai kewenangan penuh yang bisa dieksekusi oleh Pemerintah
Provinsi Papua. Kewenangan pengaturan hutan muncul sebagai
kewenangan khusus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa
kewenangan khusus tersebut harus dijabarkan dengan peraturan
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turunan dalam bentuk peraturan daerah khusus maupun peraturan
daerah provinsi. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya Perdasus 21/2008
dan Pergub 13/2010 sebagai turunannya.

Posisi NSPK, semestinya dilihat sebagai sarana untuk mengakomodir
gagasan yang lahir di Provinsi Papua yang harus diakomodir oleh
pemerintah pusat (KLHK), mengingat keberadaannya sebagai daerah
otonomi khusus. Apabila di kemudian hari NSPK mengeleminir gagasan
yang lahir dari Provinsi Papua, hal ini sama saja dengan menabrak
keberadaan otonomi khusus Provinsi Papua. Artinya, apabila materi
muatan NSPK ingin mewadahi gagasan yang lahir dari Provinsi
Papua seperti [UPHHK-MHA maka NSPK yang dibentuk tidak boleh
bertentangan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Provinsi
Papua sebagaimana tertuang di dalam Perdasus 21/2008 dan Pergub
13/2010.

Untuk melihat apakah usulan NSPK sesuai dengan muatan Perdasus
21/2008 dan Pergub 13/2010 sebagai turunannya, perlu dilihat dari
beberapa indikator, antara lain: kepastian lokasi, bentuk izin, penerbit
izin, penerima izin, lokasi izin, jangka waktu izin, prasyarat pemberian
izin, dan larangan. Indikator yang digunakan berfokus pada perizinan,
karena keberadaan NSPK lebih ditujukan pada aspek perizinan bagi
masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu.
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Tabel 4. Perbandingan Materi Muatan yang Diatur dalam Pergub 13/2010 sebagai Aturan Turunan dari
Perdasus 21/2008 dengan Draf usulan NSPK versi 27 Juni 2016

Gubernur mencadangkan dan menunjuk
areal hutan untuk IlUPHHK-MHA atas usulan
bupati/walikota

Kepastian Lokasi

Tidak diatur

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA)

Bentuk Izin

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Gubernur Papua

Penerbit Izin

Pemerintah

Pemerintah Provinsi Papua

Koperasi masyarakat pemilik hak ulayat;

Badan usaha milik masyarakat adat yang
dibentuk oleh masyarakat hukum adat
setempat

Penerima Izin

Koperasi masyarakat setempat atau lokal
atau masyarakat lainnya di dalam dan di
sekitar hutan

Kawasan hutan produksi tetap

Hutan produksi yang dapat dikonversi

Kawasan budidaya non kehutanan/areal
penggunaan lain

Areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan
hutan kayu

Berada di sekitar kampung pemohon izin

Lokasi Izin

Kawasan hutan produksi;

Sesuai peta arahan indikatif izin
pemanfaatan hutan kayu hutan alam;

Tidak dibebani hak/izin lain, sesuai
peraturan perundangan mengenai izin usaha
pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan
kawasan hutan

Prasyarat
Pemberian lzin

2.000 s.d. 5.000 ha yang berada di wilayah
yang kompak

Luas Izin

Paling luas 5.000 ha

> 40 cm di daerah rawa
> 50 cm di hutan kering dengan potensi
maksimal 20 m3/hektar

Diameter pohon

Tidak diatur

10 tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Izin

Paling lama 20 tahun dan dapat
diperpanjang

Menggunakan alat berat

Memindahkan IUPHHK-MHA kepada pihak
lain

Larangan

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat beberapa perbedaan
materi muatan pengaturan IUPHHK-MHA yang diatur dalam Perdasus
No. 21/2008 jo. Pergub No. 13/2010 dengan draf NSPK. Sebagai catatan,
perlu ditegaskan bahwa muatan NSPK yang tersedia saat ini masih
berupa draf, sehingga besar potensi draf tersebut untuk berubah karena
draf yang tersedia saat ini merupakan draf per 27 Juni 2016. Penjelasan
masing-masing materi dapat dilihat di bawah ini.
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1. INDIKATOR KEPASTIAN LOKASI
Kepastian lokasi merupakan keniscayaan dalam pemberian izin di
Papua. Perlu disadari bahwa saat ini setidaknya di Provinsi Papua
terdapat 20 izin [IUPHHK-MHA (3.414.350 ha) dan IUPHHK-HT
(1.197.055 ha) sehingga gubernur harus menentukan lokasi mana
saja yang dapat diajukan sebagai lokasi IUPHHK-MHA. Melihat
kondisi di lapangan, umumnya lokasi yang diajukan untuk IUPHHK-
MHA berada di lokasi yang telah dibebani izin, seperti yang terjadi
di Mo Make Unaf, di mana lokasi IUPHHK-MHA yang diajukan
oleh masyarakat berada di lokasi izin perusahaan HTI. Dalam hal
terdapatnya jaminan kepastian lokasi, pengaturan dalam Pergub No.
13/2010 jauh lebih baik. Hal itu dapat terlihat dalam Pasal 2 Pergub ini,
yang memberikan kewenangan kepada gubernur atas usulan bupati/
walikota; sementara dalam draf NSPK yang tersedia saat ini tidak
memuat materi mengenai kepastian lokasi.

2. INDIKATOR BENTUK IZIN
Keberadaan indikator ini penting untuk mengakomodir kekhususan
Provinsi Papua dalam mengelola hutannya. Penyebutan nomenklatur
masyarakat hukum adat bukan sekedar penanda bahwa izin tersebut
diberikan kepada masyarakat hukum adat, namun juga sebagai
bentuk pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat beserta
hak atas hutannya. Telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa
keberadaan Perdasus No. 21/2008 jo. Pergub No. 13/2010 yang lahir
sebelum Putusan MK. 35/2012 masih mendefinisikan hutan adat
sebagai hutan masyarakat hukum adat yang berada di hutan negara.

Meski demikian, setelah Putusan MK No. 35/2012, KLHK telah
membentuk serangkaian aturan untuk mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat beserta hak atas hutan mereka. Dengan
demikian, penggunaan nomenklatur masyarakat hukum adat
(MHA) semestinya sudah tidak menjadi persoalan bagi KLHK saat
ini. Namun, pada draf terakhir, sebagaimana yang disusun pada
2016, masih menggunakan nomenklatur hutan alam, yang berarti
semua pemilik IUPHHK-MHA yang ada saat ini harus melakukan
penyesuaian terhadap dokumen izin mereka, atau bisa jadi
mengulang proses pengurusan izin. Oleh karena itu, sebagai upaya
mengakomodir kekhususan Provinsi Papua dan sejalan dengan
Putusan MK 35/2012, KLHK semestinya mengakomodir model izin
bagi masyarakat adat ini, dan memasukkannya ke dalam sistem
perizinan di KLHK yang berlaku khusus bagi Provinsi Papua.

3. INDIKATOR PENERBIT IZIN
Penerbit izin merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan
untuk menerbitkan izin. Terdapat perbedaan siapa subjek
pemberi izin antara perdasus dan draf NSPK. Perdasus 21/2008 jo.
Pergub 13/2010 dengan tegas menyebutkan bahwa IUPHHK-MHA
diberikan oleh gubernur atas rekomendasi bupati/walikota dengan
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mendasarkan pada pertimbangan teknis Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua; sedangkan dalam draf NSPK versi 27
Juni 2016, justru menempatkan dua pejabat negara sebagai penerbit
izin: pertama, pemerintah; dan kedua, Pemerintah Provinsi Papua.
Tidak ada penjelasan lebih lanjut siapa pemerintah yang dimaksud,
tetapi, karena draf NSPK ini akan diterbitkan oleh KLHK, maka

bisa dimaknai bahwa pemerintah yang dimaksud adalah KLHK,
yang sekaligus sebagai penerima delegasi pemerintah untuk urusan
kehutanan.

Pemberian izin oleh pemerintah mengacu pada peraturan perundang-
undangan di luar NSPK; sementara pemberian izin oleh gubernur
mengacu pada NSPK. Dibukanya ruang bagi menteri untuk
memberikan izin potensial akan menimbulkan ketidakpastian dalam
pemberian izin. Misalnya, ketika para pencari izin sudah ditolak
provinsi, ia bisa saja mendapatkan izin dari menteri; begitu pula
sebaliknya. Padahal dalam konteks otonomi khusus, pemberian

izin ini seharusnya diberikan ke provinsi, dalam hal ini gubernur, di
mana Menteri LHK lebih berperan sebagai pengawas pelaksanaan
pemberian izin. Salah satu instrumen pengawasan yang bisa
digunakan adalah Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
(SIPUHH) dan berbagai sistem yang telah dibangun sampai saat ini
oleh KLHK.

4. INDIKATOR PENERIMA IZIN
Terdapat perbedaan mendasar mengenai siapa subjek penerima izin.
Perdasus dan pergub secara jelas menyebut penerima izin adalah
koperasi masyarakat pemilik hak ulayat, atau badan usaha milik
masyarakat hukum adat. Frasa “..pemilik hak ulayat” merupakan
bentuk penegasan bahwa selain masyarakat pemilik ulayat
tidak dapat mengajukan izin. Penegasan ini merupakan bentuk
pembelajaran dari kegagalan IPK-MA, di mana banyak orang-orang
di luar masyarakat adat yang tidak memiliki tanah ulayat malah
mendapatkan IPK-MA. Sementara, draf NSPK justru mencabut hal
mendasar tersebut, dan menggunakan peristilahan yang umum
digunakan yaitu, diberikan kepada koperasi masyarakat setempat
atau lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan.

Penggunaan frasa masyarakat lokal memiliki perbedaan mendasar
dengan masyarakat adat. Masyarakat lokal dapat dipahami
sebagai individu mana pun, baik masyarakat adat atau bukan yang
berada di satu tempat. Selain itu, dimungkinkannya pemberian
izin kepada masyarakat lainnya seperti membuka luka lama,
ketika IPK-MA masih berlaku, di mana banyak praktik atas nama
dalam pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga kayu-kayu illegal
dikeluarkan atas dasar kayu masyarakat adat.
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5. INDIKATOR LOKASI IZIN
Berdasarkan draf NSPK, lokasi IUPHHK berada di lokasi yang tidak
dibebani hak atau izin lain (Pasal 4 huruf a Draf Permen LHK).
Pengaturan ini akan menjadi masalah di beberapa lokasi IUPHHK-
MHA yang ada saat ini, seperti kasus KSU Mo Make Unaf yang berada
dilokasi izin PT Selaras Inti Semesta. Ketika aturan ini diberlakukan,
tentu saja anggota KSU Mo Make Unaf harus mencari lokasi IUPHHK-
MHA baru, padahal lokasi IUPHHK-MHA saat ini adalah tanah
ulayat mereka. Bisa juga dengan pilihan lain, di mana perusahaan
mengurangi wilayah izin mereka.

Situasi ini akan semakin sulit dilaksanakan mengingat hingga 2016
telah ada 17 juta ha lebih kawasan hutan yang diberikan konsesi
oleh pemerintah pusat. Potensi terjadinya konflik perebutan lahan
tentu akan semakin tinggi. Belum lagi, sampai saat ini, telah ada

18 [TUPHHK-MHA yang diberikan Gubernur Provinsi Papua, yang
mungkin saja bernasib sama dengan KSU Mo Make Unaf. Apabila
mekanisme ini nantinya diterapkan, rentan menimbulkan konflik
di masyarakat. Masyarakat yang mengakses izin tentu akan
mengajukan di atas tanah ulayat mereka, dan apabila tanah ulayat
itu hanya ada di lokasi yang sudah berizin tentu hal ini tidak dapat
dielakkan lagi.

Dalam hal ini, Pergub 13/2010 lebih menjawab kondisi di Papua yang
memungkinkan adanya pola kemitraan antara masyarakat dengan
pemilik izin. Meski demikian, model kemitraan dengan perusahaan
ini perlu diperjelas lagi, sebab jika pemerintah menerbitkan suatu
izin di atas izin untuk kegiatan usaha yang sama akan bertentangan
dengan prinsip administrasi, dan menyulitkan dalam proses
pencatatan produksi kayu pada kedua izin tersebut.

6. INDIKATOR PRASYARAT PEMBERIAN IZIN
Dari sisi prasyarat pemberian izin, terdapat dua hal yang menjadi
fokus utama, yaitu batasan luas dan diameter pohon yang boleh
ditebang. Dari sisi luas izin, hampir tidak ada perbedaan yang
mendasar antara muatan pengaturan dalam Pergub 13/2010 dengan
draf NSPK. Hanya saja, pada Pergub 13/2010 lebih menjelaskan bahwa
harus berada di lahan kompak; sedangkan dari sisi diameter pohon
yang boleh ditebang, Pergub 13/2010 memberi batasan jelas mengenai
pohon yang boleh ditebang dalam satu kawasan, yaitu: > 40 cm untuk
pohon yang berada di daerah rawa; dan > 50 cm untuk pohon yang
berada di hutan kering dengan potensi 20 m3 / hektar.

Adanya batasan diameter kayu ini menjadi panduan bagi pemilik izin
dalam mengelola lokasi Izinnya, dan mendorong praktik pengelolaan
hutan produksi lestari. Hal ini juga belajar dari kejadian IPK-MA
sebelumnya, di mana pohon-pohon berdiameter kecil ikut ditebang,
atau seperti yang terjadi di beberapa spot pembalakan liar di Papua
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Pohon matoa (Pometia spp.)
di dalam wilayah [UPHHK-
MHA Sapu Saniye. Penandaan
seperti ini telah dilakukan
terhadap semua pohon layak
tebang sesuai usulan rencana
kerja tahunan (RKT). Tidak
hanya areal produksi, di dalam
IUPHHK-MHA juga ditentukan
area dilindungi yang tidak
diperkenankan penebangan.

saat ini. Sementara, draf NSPK tidak memberi batasan diameter
pohon yang boleh ditebang.

7. INDIKATOR JANGKA WAKTU IZIN
Draft NSPK memberikan durasi izin yang lebih lama (20 tahun)
dibandingkan durasi izin yang diberikan oleh Pergub 13/2010
(10 tahun). Pemberian jangka waktu izin yang lebih lama akan
memberikan kepastian bagi pemegang izin dalam mengelola
izinnya, dan tidak akan membebani pemilik izin dengan prosedur
administrasi untuk perpanjangan pengurusan izin.

8. INDIKATOR LARANGAN
Salah satu kelebihan dari Pergub 13/2010 sebagai bentuk turunan dari
Perdasus 21/2008 lainnya yaitu adanya larangan bagi pemegang izin.
Terdapat dua larangan dari beberapa larangan yang dimuat dalam
Pergub 13/2010 yaitu, larangan penggunaan alat berat dan larangan
pengalihan izin kepada pihak lain. Larangan penggunaan alat berat
ini lahir sebagai upaya untuk menghindari timbulnya dampak
sampingan pada saat berproduksi yang menimbulkan kerusakan
hutan; sementara larangan peralihan dimaksudkan untuk melindungi
hak masyarakat adat dari upaya pihak luar untuk mengambil alih izin
(wawancara pribadi dengan pejabat Dishut Provinsi Papua, 9 Oktober
2017). Sementara, dalam draf NSPK tidak memuat larangan, sehingga
memungkinkan terjadinya peralihan izin dan penggunaan alat berat.

Setelah melihat materi yang termuat di NSPK, pertanyaan selanjutnya: apakah
draf NSPK yang ada saat ini dapat menjawab persoalan IUPHHK-MHA? Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilihat dari dua sisi: sisi muatan (materil)
dan sisi pembentukan peraturan perundang-undangan (formil).
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Dari sisi materil, sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan
dalam draf NSPK justru tidak jauh berbeda dengan muatan Perdasus
21/2008 jo. Pergub 13/2010. Bahkan, materi muatan Pergub 13/2010 bisa
dikatakan lebih baik dibanding muatan NSPK. Hal ini bisa dilihat dari
beberapa aspek sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas,
salah satunya adanya batasan bagi pemilik izin dan penerima izin. Draf
NSPK membuka kemungkinan pemberian izin kepada pihak lain selain
masyarakat adat. Penggunaan frasa “masyarakat lokal atau setempat”
dan “masyarakat lainnya di sekitar kawasan hutan” artinya pekerja
perusahaan yang tinggal di sekitar kawasan hutan pun dapat mengakses
izin ini. Hal ini justru berpotensi mengukuhkan ketimpangan di Papua,
di mana sejak dimulainya pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pihak
lain di luar orang asli Papua, dan ketika izin yang ditujukan khusus bagi
masyarakat adat dapat diakses oleh pihak lain, tentu posisi masyarakat
adat akan sangat lemah. Seperti yang terjadi saat ini, di mana peredaran
kayu illegal di Papua hampir dikendalikan oleh kelompok pendatang
dengan memanfaatkan keberadaan masyarakat adat.

Dari sisi formil, apabila menelusuri ke belakang, keberadaan NSPK
bertujuan untuk menjembatani gap antara UU Kehutanan dengan UU
Otsus Papua. Hal ini berangkat dari analisis bahwa IUPHHK-MHA tidak
dapat diterapkan karena nomenklatur tersebut tidak dikenal dalam
sistem perizinan di KLHK, yang saat itu masih bernama Kementerian
Kehutanan. Draf NSPK yang ditujukan untuk menjembatani dua undang-
undang tersebut adalah peraturan menteri. Dari sisi pembentukan
peraturan perundang-undangan, hal itu tidak cukup kuat. Pertama,
peraturan menteri tidak dapat disetarakan dengan undang-undang
dalam hirarki peraturan perundangan-undangan, bahkan tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, lalu bagaimana mungkin satu
peraturan menteri dijadikan sarana menjembatani undang-undang?
Kedua, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memberikan
delegasi kepada kementerian untuk mengatur urusan kehutanan di
Papua. Delegasi pengaturan urusan kehutanan atau sumber daya alam
oleh UU Otsus Papua diberikan kepada pemerintahan Papua untuk
membentuk perdasus dan perdasi.

Dalam bagian pertimbangan juga disebutkan bahwa pembentukan
NSPK atas dasar UU Otsus Papua. Namun, dalam batang tubuh UU
Otsus Papua, tidak satu pun yang menyebutkan pemberian delegasi
kepada menteri untuk menyusun peraturan mengenai kehutanan. UU
Otsus Papua hanya memberikan delegasi kepada pemerintah Papua
untuk membentuk perdasus ataupun perdasi. Apabila draf Permen
LHK mengenai NSPK ini tetap disahkan, maka dalam tataran peraturan
perundang-undangan hanya akan dikenal sebagai beleid (kebijakan),
karena Menteri LHK memiliki kewenangan dalam urusan kehutanan.
Khusus Papua, keberadaan beleid Menteri LHK ini perlu dilihat, apakah
mengambil peran Papua sebagai daerah otonomi khusus atau tidak? Hal
ini penting untuk menghindari sentimen ketidakpercayaan pemerintah
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pusat terhadap pemerintah Papua. Selain itu, sebagai jembatan antara
kedua undang-undang, posisi peraturan menteri (permen) sangatlah
lemah.

Mempertimbangkan beberapa alasan di atas, draf NSPK yang ada saat
ini bukanlah jawaban terhadap permasalahan IUPHHK-MHA, dengan
alasan:

1. Pengaturan NSPK lemah dari sisi pembentukan peraturan
perundang-undangan;

2. Muatan draf NSPK membuka ruang bagi masyarakat selain
masyarakat adat untuk mengakses izin pemanfaatan kayu;

3. Keberadaan menteri selaku pemberi izin berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum;

4. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membebani pemilik
IUPHHK-MHA yang telah ada saat ini. Pemilik [IUPHHK-MHA yang
telah ada setidaknya akan terbebani dengan proses penyesuaian izin
dan perubahan lokasi izin.

Apabila tetap ingin menjadikan NSPK sebagai solusi, maka muatan draf
NSPK yang ada saat ini perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan
kondisi-kondisi di atas. ®
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Beberapa orang pengurus dan
F- KES I IVI P U LAN DAN anggota KSU Sapu Saniye di
lokasi IUPHHK-MHA bersa-
R E KO IVI EN DASI ma pendamping dari WWF
Papua pada saat meninjau
kondisi lokasi izin. Hingga
saat ini, masyarakat belum
mendapat kepastian untuk
memanfaatkan hasil hutan
kayu di lokasi izin mereka.

F. 1. KESIMPULAN

Berangkat dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan dan rekomendasi ke depan. Persoalan Papua
merupakan persoalan yang cukup kompleks, sehingga tidak ada
solusi yang mudah dan cepat, termasuk dalam menyelesaikan
permasalahan pengelolaan hutan dan masyarakat adat di Papua.
Persoalan ini berhubungan dengan sejumlah variabel, antara
lain: kebijakan sektoral kehutanan di tingkat pusat dengan segala
infrastruktur di bawahnya yang meminta daerah dan masyarakat
untuk mengikutinya; “ideologi” kawasan hutan; pengukuhan
kawasan hutan yang belum tuntas; dan kuatnya kebijakan yang
melihat hutan hanya pada sisi kontribusi ekonomi.
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Pada sisi lain, persoalan tersulit yang dihadapi masyarakat adalah
pengakuan terhadap wilayah adatnya yang sekarang dalam
kondisi tumpang tindih dengan kawasan yang dikuasai oleh
negara dan konsesi pemanfaatan tanah. Selain itu, terdapat juga
persoalan birokrasi pengakuan masyarakat hukum adat yang
panjang, dan kekhasan masyarakat adat Papua baik manusianya
maupun pengaturan wilayah adatnya. Meskipun demikian,

dalam kondisi kebijakan sekarang, peluang untuk melaksanakan
pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat
atas kekayaan alamnya di Papua tersedia dan lebih terbuka lebar.

Dilihat dari rentang waktu dua dekade terakhir, IUPHHK-MHA
merupakan inisiatif dari pemerintah Papua melalui otonomi
khususnya untuk mendorong masyarakat adat dapat mengelola
hutan secara berkelanjutan dan mendapatkan manfaat paling
besar. Dalam perjalanannya, inisiatif itu ada yang tidak
berhasil, bahkan menjadi bumerang bagi cita-cita pengelolaan
hutan oleh masyarakat adat sebagaimana dilihat dari kasus
IPK-MA. Meskipun demikian, pemerintahan Papua dan para
pendukungnya tidak tinggal diam dan kemudian menyusun
peraturan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang isinya
merefleksikan cita-cita otonomi khusus di Papua agar kekayaan
alam yang ada dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat asli
Papua dan diakuinya hak-hak dasar penduduk asli Papua serta
terciptanya pengelolaan hutan yang lestari.

Perdasus 21/2008 (serta Perdasus 22/2008 dan 23/2008) berisi
kebijakan yang mengandung kekhasan kondisi Papua dengan
mengedepankan pengakuan hak masyarakat hukum adat
dalam mengelola kekayaan alam. Secara normatif, rute menuju
kedaulatan masyarakat adat atas hutannya (dan wilayah
adatnya) cukup ideal dengan diaturnya sejumlah isu penting:
pemetaan, pengakuan masyarakat hukum adat dengan perda,
pengaturan soal lembaga usaha masyarakat adat, pendampingan
dan tata kelola hutan yang diselaraskan dengan kearifan lokal
dan konservasi. Hanya saja, implementasi di lapangan masih
belum optimal, karena pada waktu itu ada kondisi politik yang
tidak kondusif bagi pengakuan masyarakat hukum adat dan
wilayahnya.

Dalam kurun waktu 2011-2012, dalam kondisi yang sulit
mengimplementasikan pengakuan atas hak masyarakat hukum
adat dan wilayahnya, lahirlah [UPHHK-MHA. Adanya dua kondisi
yang sama-sama mendesak membuat terjadinya percepatan
dalam proses ini: masyarakat adat yang semakin terdesak dan
pemanfaatan hutan negara dan wilayah adat untuk diambil
kayunya secara ilegal (bisa disebut sebagai pembalakan liar).
Namun, sayangnya, saat ini IUPHHK-MHA tidak bisa dijalankan.
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Terjadinya stagnasi ini bisa membuat masyarakat adat yang
sudah mendapatkan izin makin tidak percaya dengan konsistensi
negara dalam memberikan ruang hidup terhadap mereka. Apalagi,
dilapangan, mereka melihat ada pihak yang tidak memiliki izin
dengan mudah mengambil kayu di wilayah hutan negara atau
wilayah adat.

Momentum lahirnya UU Pemda dan UU Otsus Papua yang
dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang, membuat posisi
sebagian kawasan hutan di Papua di lapangan dalam kondisi
“open acces” di masa transisi. Tidak adanya pengawasan langsung
dilapangan membuat lalu lintas kayu (baik yang legal maupun
ilegal) berjalan tanpa adanya pemeriksaan. Dalam urusan
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal,
penetapan hak komunal, pemberdayaan masyarakat hukum
adat dan urusan terkait masyarakat hukum adat lainnya,

bisa dikatakan sudah seirama dengan otonomi khusus Papua.
Meskipun perlu juga untuk mengantisipasi terbitnya berbagai
panitia atau badan ad hoc untuk mengerjakan sejumlah tugas
tertentu yang bisa membebani pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten).

Dalam urusan kehutanan, potensi disharmoni muncul dalam
pengaturan kewenangan di hutan yang berfungsi konservasi dan
pengaturan untuk pemanfaatan hasil hutan. Kami melihat itu
sebagai potensi, karena di dalam UU Otsus Papua dan perdasus,
pengaturan soal pengelolaan hutan konservasi masih belum
jelas dan bersifat umum. Sedangkan dalam hal pemanfaatan
hasil hutan, dengan melihat posisi Pemerintah Provinsi Papua
sekarang yang mengamini ketentuan di dalam UU Pemda, maka
serangkaian revisi mesti dilakukan pada tataran peraturan
pelaksana otonomi khusus. Dengan memperhatikan kondisi
geografis dan kekhasan sosial budaya di Papua, perlu juga
mempertimbangkan pengaturan lebih jelas soal pendelegasian
kewenangan urusan kehutanan kepada Dinas Kehutanan
Provinsi dan jajarannya yang ada di masing-masing kabupaten.

Kami melihat inisiatif NSPK dengan dua perspektif. Dari satu
sisi, jika persoalan politiknya bisa selesai dengan kehadirannya,
NSPK justru semakin memperkuat posisi pemerintah pusat dalam
mengelola hutan di Papua. Pada sisi lain, ada beberapa ketentuan
yang akan memperlemah posisi masyarakat adat di Papua (dapat
diberikannya izin pada pihak di luar masyarakat hukum adat
dan lokasi izin yang harus tidak berada di atas hak dan izin lain).
NSPK seharusnya hanya menjembatani hal-hal yang secara
administratif menjadi penghalang, namun tidak mengubah hal-
hal prinsipil yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Otsus
Papua dan peraturan pelaksananya.
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Keinginan agar tetap dianggap dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dengan sendirinya mengurangi kekhususan
Papua yang sudah ditetapkan dalam UU Otsus Papua.
Kekhususan dalam pengaturan hutan di Papua adalah dengan
mengedepankan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat
dan wilayah adatnya dalam pengelolaan hutan di Papua. Pada
waktu itu (2008-2012), ketentuan ini memang bisa dianggap
“berbahaya’, tetapi sepertinya tidak demikian dalam kerangka
kebijakan sekarang ini. Selain itu, NSPK yang ada sekarang hanya
terbatas pada pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam pada
kawasan hutan produksi. Padahal, akan lebih baik jika yang di-
NSPK-kan adalah pengelolaan hutan di Papua.

Terbitnya Putusan MK 35/2012 dan Putusan MK 45/2011
membuka jalan bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum
adat di dalam kawasan hutan, sekaligus memperjelas wilayah
adatnya yang berbeda dengan hutan negara. Konsekuensi ketika
status masyarakat adat yang harus diatur lebih dahulu dalam
pengelolaan hutan tidak lagi berbahaya, karena sekarang secara
kebijakan dan peraturan yang lahir belakangan mengakomodir
ketentuan itu. Termasuk munculnya anggapan bahwa ada
disharmoni antara aturan kehutanan di tingkat nasional dengan
aturan di dalam otonomi khusus Papua. Dengan keluarnya
kebijakan yang memperjelas posisi hutan adat di dalam kawasan
hutan dan adanya pengakuan atas hak komunal seharusnya
sudah mengakhiri anggapan itu.

Dengan kekhususannya, Papua hendak mengatur kekayaan
hutannya dengan mengakui terlebih dahulu masyarakat adat
yang hidup di atasnya. Hutan negara (di mana nanti negara secara
langsung menguasai) dianggap belum ada di Papua sepanjang
belum selesainya pemetaan wilayah adat dan pengakuan
masyarakat hukum adat dan wilayahnya di Papua. Ketentuan
soal tata kelola yang sifatnya administratif bisa mengikuti
kondisi yang sudah ada, bahkan bisa menyerap aturan tata kelola
yang ada di nasional, sepanjang sejalan dengan kondisi Papua.

[UPHHK-MHA bukanlah produk hukum yang ilegal, tidak

sah, dan tidak mengikat. Sebaliknya, ketentuan tersebut
merupakan izin yang lahir dari serangkaian peraturan negara
yang diakui keabsahannya. Ia sah dan mengikat bagi seluruh
pihak. Permasalahannya, lokasi di mana IUPHHK-MHA berada
tidak diperjelas: apakah masih hutan negara atau hutan adat?
Pemerintah Provinsi Papua dan institusi lain perlu didorong
untuk mendukung dan melakukan penegasan ini. Dalam dua
tahun terakhir, kita bisa melihat maraknya pemetaan wilayah
adat, sinkronisasi dengan peta-peta terkait penggunaan lahan
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yang dimiliki oleh negara, lahirnya berbagai pengakuan atas
hutan adat dan hak komunal, dan pengakuan atas masyarakat
hukum adat. Ini merupakan pelajaran baik yang bisa diambil oleh
pemerintah Papua.

Pada sisi lain, pemerintah nasional Indonesia (pemerintah pusat)
sebenarnya bisa belajar dari keberadaan IUPHHK-MHA. Setelah
ada pengakuan atas hutan hak maka perlu dipikirkan tata
kelolanya, baik izin, syarat pemanfaatan, dan lain sebagainya.
Sebagian ketentuan dan persyaratan teknis, bisa merujuk pada
sejumlah ketentuan yang mengatur soal IUPHHK-MHA di Papua.

F. 2. REKOMENDASI

Rekomendasi bagi pemerintah pusat:

1. Penegasan soal harmonisasi peraturan dalam konteks
otonomi khusus Papua. Harmonisasi tidak dimaknai adanya
penyesuaian aturan yang lahir sesuai dengan konteks lokal
dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dengan
aturan nasional, namun harmonisasi yang dimaksud di sini
adalah dengan menghargai kekhususan dari otonomi khusus
Papua;

2. Mengintegrasikan sistem perizinan IUPHHK-MHA dalam
mekanisme tata kelola kayu nasional;

3. Melakukan pendampingan terhadap pemerintah Papua dalam
proses pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayahnya.

Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua:

1. Tetap menjalankan prosedur [IUPHHK-MHA dengan
menyempurnakan pengakuan masyarakat hukum adat
dan wilayahnya. IUPHHK-MHA yang sudah benar-benar
berada di dalam wilayah adat, baik yang berada di luar hutan
negara dan tidak ada izin lain di atasnya, bisa dijalankan
operasionalnya sehingga bisa mengurangi kekecewaan
pemegang IUPHHK-MHA,;

2. Melakukan pemetaan wilayah adat baik yang berada di
dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan serta
melakukan pencadangan wilayah adat untuk keperluan
IUPHHK-MHA atau pengelolaan hutan oleh masyarakat adat
lainnya;

3. Melakukan proses pengakuan masyarakat hukum adat dan
wilayahnya sesuai ketentuan UU Otonomi Khusus;

4. Mengintegrasikan wilayah adat di dalam kawasan hutan
ke dalam peta kehutanan nasional, dan mendaftarkan hak
komunal atau hak perorangan atas tanah ke dalam buku
tanah nasional;
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5. Dalam masa transisi sebelum adanya penegasan atas
wilayah hutan adat, dapat memberikan pendampingan bagi
masyarakat adat untuk mendapatkan izin pemungutan hasil
hutan bukan kayu;

6. Melakukan pendampingan kepada masyarakat adat dalam
mengembangkan perekonomian berbasis lahan yang sesuai
dengan kondisi dan kearifan lokal;

7. Mempercepat proses transisi pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan urusan
kehutanan di kabupaten. ®
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Sebaran Lokasi
IJUPHHK-MHA di Papua

KSU SUP MASI
Bernard Redjauw
5.000 Ha
HP
KSU UMAR BAE
Ketua: Lambertus Mareku L aa
Luas area: 5.000 Ha
Status kawasan: HPT > Nabire
KSU NAFA AROA INDAH /
Daud Wopari
5.000 Ha
HP, HPT, HPK A
KSU JETA MOORENA U
Viktor W. Senandi
5.000 Ha
HPT
KSU WIGAHAIDAWI Y
Osea Petege
KSU: Koperasi Serba Usaha
5.000 Ha Kopermas: Koperasi Peran Serta Masyarakat
HPT HP: Hutan Produksi
HPK: Hutan Produksi Konversi
HPT: Hutan Produksi Terbatas
KSU NOWOA BARU | APL: Area Penggunaan Lain
Margaretha Rumawi
3.000 Ha
HP
KSU KIROBBY HEGURE J
Saul Waiwowi
5.000 Ha
HPK
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KOPERASI YERA ASAL
Terianus Ayomi

6.000 Ha (2 sK)
HPT

KSU KORNU
Lomerus Wamea

4.500 Ha
HPT

Biak Numfor

Kep~Yappen l

KOPERMAS TETOM JAYA

Hendrik Y. Aboway

9.600 Ha (2 sK)
HP. HPK

KOPERMAS SAPUSANIYE

Wenandus Weraso

4.600 Ha
HPK

Marauke

KSU LWAGUBIN SREM

Agus Sawa
5.000 Ha (2 sK)
HPT
KSU JIBOGOL

Hendrik Kulang

Kab. Jayapura

10.000 Ha (2 sk)
HP, HPK

KSU GRASELA

Ibrahim Kreku

4.990 Ha
APL, HP

CV BADAN USAHA MILIK
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KAMPUNG BENGGWIN

Adam Ulme

KOPERMAS TAPARE AMAKO

Elisius Awiuta

5.000 Ha

HPK

4.000 Ha
HPT

KSU MO MAKE UNAF

Sefinat Balagaize

9.000 Ha (2 sK)
HP
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PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum

meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat

hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal
pemerintah di Provinsi Papua;

bahwa hutan di Provinsi Papua adalah ciptaan dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa, wajib dimanfaatkan secara bijaksana

bagi kesejahteraan umat manusia, baik generasi sekarang maupun

yang akan datang;

. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua, negara dan rakyat Indonesia mengakui, —menghormati dan

menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas sumber

daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan;

bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan dengan

keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum

adat Papua guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian di dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui
kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan,
pemerataan dan hak-hak asasi manusia;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, ¢, d dan e dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.
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Mengingat . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang ....... /2
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
GUBERNURI"’I:(I;VH\JSI PAPUA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENGELOLAAN
HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA.

enetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

SOENO LR W=

Menteri ialah Menteri yang membidangi Kehutanan;
Daerah adalah Provinsi Papua;

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten yang

iurusan kel

. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
0. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya

hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu
dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa
punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah
hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara
alami melalui sungai utamanya;

12. Hutan .
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesis Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan
Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3554);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara No 3550);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara No 3776);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3803);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
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. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

. Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat

hukum adat;

. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi

hasil hutan;

. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, dalikan erosi, h instrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah;

. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya.

.Tata ruang Provinsi adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik

direncanakan maupun tidak dalam wilayah Provinsi, dalam bentuk Peraturan Daerah
Provinsi;

. Tata ruang Kabupaten/Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik

direncanakan  maupun tidak dalam wilayah
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kabupaten/Kota, dalam bentuk

. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang

berasal dari hutan;

. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak
mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh

sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara
optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan
dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya ;

. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dengan
tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan ;

Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan
untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak
merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;

. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas

hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain;

. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satu kesatuan Iuas

hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari;

Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang meliputi manajemen
kawasan, manajemen hutan, dan manajemen kelembagaan untuk memperoleh hasil
kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial
budaya masyarakat setempat;

Kayu olahan adalah kayu hasil pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih
menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.

. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah

kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

30. Turan ....... /5
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Turan Kehutanan adalah segala pungutan yang dibebankan kepada suatu badan
usaha, perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan hutan;

. Sengketa kehutanan adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan

dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum
adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara
masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan
atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang
berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan secara lestari.

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan hutan berazaskan:

PR e oo o

manfaat dan kelestarian;

pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat;
peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
penghormatan HAM;

keadilan dan demokrasi;

kebersamaan dan transparansi;

peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah ;
kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan :

a.

b.

™o

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum
adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;

mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum
adat Papua;

menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan
pendapatan daerah;

mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi
hutan;

menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi;

mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati;

mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.

Pasal 4

Perdasus ini mengatur tentang:

FTISER SO A0 O

keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;

. pembentukan kesatuan pengelolaan hutan;

batasan, prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari;

. perizinan;

perencanaan hutan;
kelembagaan pengelolaan hutan;

. peredaran dan pengolahan hasil hutan;
. bagi hasil Penerimaan kehutanan;

pengawasan dan pengendalian;
penyelesaian sengketa;
sanksi.

BABIII .
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Pasal 10

Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g

O]
@

mengelola hutan secara lestari;

memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;

melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai ketentuan perundangan;

melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam;

membayar kewajiban kepada negara;

mendistribusikan manfaat secara adil dan proporsional di dalam kelompok
masyarakat hukum adatnya;

menyisihkan sebagian pendapatannya untuk generasi akan datang.

Bagian Keempat
Perlind: Hak-hak M Hukum Adat

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perlindungan atas hak-hak
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk
dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan
masyarakat hukum adat untuk mencapai kemandirian.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
Pasal 12

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat

dalam hal :

a. kelembagaan;

b. manajemen organisasi;

c. penguasaan peraturan perundang-undangan;

d. permodalan;

e. akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang
perlu disiapkan sebagai pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.

(2) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup kepemilikan, struktur sosial, dan bentuk ketergantungan pada
sumberdaya hutan.

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk dokumen
yang disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum
adat.

(4) Kriteria dan tatacara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan

56

Peraturan Gubernur.
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BABIII
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Kepemilikan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

Masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan
batas wilayah adatnya masing-masing.

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Keberadaan masyarakat hukum adat wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh
masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya;

b. memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat;

c. memiliki hubungan religi dan historis dengan wilayah adatnya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

Masyarakat hukum adat berhak:

a. mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum
adatnya;

b. menggunakan pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;

c. memperoleh pendampingan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;

e. bermitra dengan pihak lain.

Pasal 9

Dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain,

masyarakat hukum adat berhak :

a. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan iformasi kehutanan;

b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pemanfaatan hutan;

c. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan dan tanah
miliknya akibat pemanfaatan kawasan hutan ;

d. memperoleh manfaat sosial dan ekonomi;

e. menikmati lingkungan yang berkualitas dari kawasan hutan.

Pasal 10 ....... /7

-8-

Bagian Keenam
Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan atau mendukung masyarakat
hukum adat membuat peta kawasan hutan yang berada di wilayah
masyarakat hukum adat.

(2) Hasil pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(3) Peta Hutan yang mencakup lintas Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota
yang berbatasan wilayah bersama dengan masyarakat hukum adat.

(4) Pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan
dengan mempertimbangkan :

a. daya dukung lahan;

b. fungsi hutan;

c. administrasi pemerintahan;
d. rencana tata ruang wilayah;
e. penggunaan lahan saat ini.

(5) Dana pemetaan kawasan hutan masyarakat hukum adat bersumber dari
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat hukum adat, dan pihak
lain yang sah.

(6) Hasil peta hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 15

(1) Peta hutan masyarakat hukum adat memuat :

a. batas-batas luar yang disepakati oleh masyarakat hukum adat dan
masyarakat hukum adat di sekitarnya;

b. lahan dan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat.

(2) Tata cara pemetaan hutan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

(3) Hasil pemetaan hutan masyarakat hukum adat diselaraskan dengan fungsi
hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

Peta hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 17

(1) Pelayanan pemerintah terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan
pengguna hutan lainnya dilakukan melalui KPH.

(2) Pelayanan oleh KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. penataan hutan;
b. penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan ....... /9



pemanfaatan hutan;
rehabilitasi hutan;
perlindungan dan konservasi;
pembinaan;

audit internal;

. pengendalian.
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Pasal 18

Pembentukan wilayah KPH dilakukan atas dasar :

a.

daerah aliran sungai;

b. wilayah masyarakat hukum adat;

c.

wilayah pemerintahan distrik; dan

d. karakteristik, tipe dan fungsi hutan;
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Pasal 19

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rancang Bangun KPH di dalam
wilayahnya.

Dalam hal KPH mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota, penyusunan rancang
bangunnya dilakukan bersama dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.

KPH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan Menteri untuk
diketahui.

Pasal 20

KPH dipimpin oleh seorang professional rimbawan yang berpengalaman dalam
pengelolaan hutan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala KPH didukung oleh staf struktural dan staf
fungsional.

Di setiap KPH dapat dibentuk Dewan Penasehat KPH yang terdiri atas wakil-wakil
masyarakat hukum adat, pemegang ijin pemanfaatan hutan, dan pihak lain yang
terlibat dalam pengelolaan hutan.

Bentuk, struktur dan hubungan tata kerja KPH diatur dengan Peraturan Gubernur.
Perijinan pemanfaatan hutan dalam KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ()
huruf ¢ diberikan oleh Gubernur.

Tatacara pemberian ijin pemanfaatan hutan dalam KPH ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

BABV
PENGURUSAN HUTAN

Pasal 21

Pengurusan hutan meliputi :
a. pengelolaan hutan ;

b.
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tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

11 -

Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
a. pemetaan partisipatif;

b. tata batas;

c. inventarisasi;

d. penataan.

Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti
karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan
produksi ke dalam blok atau zona.

Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan pada kebutuhan
intensitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan.

Teknis pelaksanaan tata hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam lintas administrasi
pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan.

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. rencana pengelolaan jangka panjang;

b. rencana pengelolaan jangka pendek.

Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :

a. pernyataan pencapaian tujuan;

b. kondisi yang dihadapi;

c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan,
perlindungan hutan dan konservasi alam.

d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.

Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:

a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;

b. target hasil;

c. basis data dan informasi;

d. rencana kegiatan;

e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan;

f. rencana partisipasi para pihak.

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diarahkan

untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan

lingkungan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
Pasal 29

Penggunaan kawasan hutan dan atau pemanfaatan hasil hutan oleh pemrakarsa usaha
yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadapa lingkungan wajib menyusun
AMDAL.
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an hutan dan p kawasan hutan;

. hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan;

rehabilitasi dan reklamasi hutan;
perlindungan hutan dan konservasi alam;

. pelaksanaan silvikultur;
. peningkatan sumber daya manusia.

peralatan pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Hutan

Pasal 22

Pengelolaan hutan meliputi aspek manajemen dan aspek hasil.

Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. manejemen kawasan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, penataan
kawasan, pengamanan kawasan;

b. manejemen hutan yang mencakup kelola produksi, kelola lingkungan, kelola
sosial;

c. manejemen kelembagaan yang mencakup tata organisasi, pemberdayaan sumber
daya manusia, pengelolaan pendanaan.

Aspek hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kelestarian fungsi produksi yang mencakup kelestarian sumber daya hutan,
kelestarian hasil hutan, kelestarian usaha;

b. kelestarian fungsi ekologi yang mencakup stabilitas ekosistem dan lintasan spesies
langka/endemik/dilindungi;

c. kelestarian fungsi sosial budaya, mencakup terjaminnya sistem tenurial hutan
komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas,
terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas.

Pasal 23

Pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat dan pihak lainnya didukung
dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan hutan lestari pemerintah daerah melakukan bimbingan
pengendalian dan pengawasan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Bagian Kedua

Tata Hutan dan P Rencana P

Hutan

Pasal 25

Tata hutan dilaksanakan pada semua kawasan hutan.
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Pasal 26

Komponen utama tata hutan terdiri dari :
a. penyiapan areal kerja;
b. pembagian areal kerja.

(2) Penyiapan ....../11
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Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kerangka Acuan
AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
Penetapan kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemanfaatan hutan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum
adat harus tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat dengan tetap
memperhatikan fungsi dan peruntukan hutan.

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria
dan indikator pengelolaan hutan secara lestari, mencakup aspek kelestarian fungsi
produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk kegiatan usaha dapat
dilaksanakan pada semua kawasan hutan sesuai jenis perizinan pada fungsi kawasan hulan.

Q)]
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Pasal 32

Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus ini.
Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan.

Bagian Keempat
Ijin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 33

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial,
penelitian dan pengembangan hasil hutan dan kegiatan sosial dalam bidang
kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.

Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian ijin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi.

Tata cara pemberian ijin dan pelimpahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Tol

Untuk menyel akan p hutan berorientasi komersial, masyarakat hukum
adat dapat membentuk badan usaha.

Pasal 35

Dalam pengelolaan hutan pemegang hak kelola melakukan tahapan kegiatan :

a.

saow

penataan areal kerja;
rencana pengelolaan;
pemanfaatan;
rehabilitasi;
perlindungan.

Pasal 36 ....../13
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Pasal 36

Badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya dapat melakukan
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya harus memiliki ijin.

Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi:

a. pemanfaatan kawasan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan;

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan untuk
kepentingan umum dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung
dan kawasan konservasi.

Pasal 37

Ijin pemanfaatan hutan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat dapat
dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.

Ijin pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di perpanjang.

Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada badan usaha milik masyarakat
hukum adat untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 38

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasarkan permohonan
dari badan usaha milik masyarakat hukum adat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau
Bupati/Walikota.

Tata cara ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan oleh
badan usaha milik masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan

Pasal 39

Badan usaha sebagai pemegang ijin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan
hasil hutan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan.
Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan
dan lahan.

Pasal 40

Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan :

a.

b,
c
d.
e

(3)

“)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan

reboisasi;

. penghijauan;
. pemeliharaan;

pengayaan tanaman;

. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknik sipil pada lahan kritis dan

tidak produktif.

Pacal 41 na
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Tebang habis dengan permudaan buatan dilaksanakan pada hutan tanaman untuk
meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas
lapangan kerja dan lapangan usaha.

Pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia dan tebang habis dengan
permudaan buatan harus dilakukan oleh untuk mempertahankan nilai hutan secara
lestari.

Pasal 47

silvikultur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1)
()
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Bagian Kedelapan
Sumber Daya

P

Pasal 48

Dalam pengelolaan hutan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan
pemberian pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan,
pendampingan serta penyuluhan.

Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya
masyarakat dan atau dunia usaha.

Pasal 49

Pemerintah Provinsi membangun pusat pelatihan keterampilan teknologi hasil hutan.

(O]
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Bagian Kesembilan
Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 50
Setiap peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan
wajib dilengkapi ijin.
Jumlah peralatan disesuaikan dengan rencana pemanfaatan hasil hutan.

Tata cara dan prosedur pemberian ijin pemasukan dan penggunaan peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Pasal 51
Pemerintah Provinsi menetapkan pedoman penatausahaan hasil hutan, peredaran dan
pengolahan hasil hutan, serta pemenuhan kayu olahan.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 52....../16
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Pasal 41

Reklamasi kawasan hutan dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali
lahan dan vegetasi hutan yang rusak.

Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi
lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi rehabilitasi dan reklamasi hutan yang
rusak, atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.

Dalam rangka rehabilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi
budaya menanam dan memelihara serta penyelenggaraan hutan tanaman bagi
masyarakat hukum adat.

Penyelenggaraan hutan tanaman masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 43

Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib melakukan perlindungan hutan untuk menjaga dan
memelihara hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar berfungsi secara
optimal dan lestari.

Pasal 44

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi kegiatan :

a.
b
c.
d

. pelaporan

pengamanan areal hutan;

. pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak;

tindakan terhadap gangguan keamanan areal hutan;

adanya pelanggaran hukum di areal hutan kepada instansi
kehutanan;

penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan.

Pasal 45

Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Silvikultur

Pasal 46

Silvikultur pengelolaan hutan secara lestari terdiri :

a. tebang pilih tanam Indonesia pada hutan alam;

b. tebang habis dengan permudaan buatan pada hutan tanaman.

c. Silvikultur Intensif (SILIN).

Tebang pilih tanam Indonesia dilaksanakan pada hutan alam produksi untuk mengatur
cara penebangan dan melakukan permudaan hutan, melalui pengayaan tanaman
dengan jenis tanaman unggulan.

(3) Tebang ...../15

216 -
Pasal 52

Kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk
optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang
kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjamin keseimbangan ketersediaan bahan baku dan kapasitas, dibuat zona-zona
industri perkayuan yang disesuaikan dengan daya dukung hutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran dan pengolahan hasil hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin
usaha industri primer atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu.
Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri kayu rakyat bagi
masyarakat hukum adat.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan
pengkajian atas ketersediaan potensi bahan baku.

Tata pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

DANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 54

Dana pembangunan kehutanan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan
sumber lain.

Dana pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi
Papua diselaraskan dengan program pembangunan kehutanan Provinsi Papua dan
dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Dana yang bersumber dari pihak lain untuk pembangunan kehutanan wajib mendapat
persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kedua
Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan

Pasal 55

Pemerintah Provinsi secara aktif menawarkan pemanfaatan jasa lingkungan dan
pemanfaatan kawasan kepada pihak ketiga.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
kawasan tertentu.

Pendapatan yang bersumber dari jasa lingkungan di prioritaskan kepada
masyarakat hukum adat, pembangunan kehutanan dan menunjang perekonomian
nasional.

Tatacara, prosedur dan penetapan kawasan pengelolaan jasa lingkungan dan
pemanfaatan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Iuran Kehutanan

Pasal 56

(1)  Persentase bagi hasil Provisi sumber daya hutan terbagi 16 % untuk Provinsi, 32 %
untuk kabupaten penghasil dan 32 % untuk kabupaten lainnya.

(2) Dana bagi hasil dari kabupaten penghasil diprioritaskan bagi distrik penghasil dari
provinsi sumber daya hutan.

(3) Dana bagi hasil sebesar maksimal 10 % dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja
pembangunan kehutanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Provinsi.

Bagian Keempat.
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 57

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kehutanan,
pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi.

BAB VIII
PERUBAHAN STATUS HUTAN

Pasal 58

(1) Setiap kegiatan yang menggunakan dan atau mengubah status kawasan hutan
untuk kegiatan non kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

(2) Areal hutan yang dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yang
berbatasan dengan kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi
dibuat daerah penyangga selebar 1 (satu) km kearah luar dari batas kawasan.

BABIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59
Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan secara lestari dilaksanakan

untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya
hutan.

Pasal 60 ...... /18
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Pasal 65

(1) Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari wajib dilakukan sertifikasi
terhadap pemanfaatan hutan.

(2) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah
Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.

(3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi pemanfaatan hutan ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 66
(1) Kerjasama pembangunan kehutanan dengan pihak ketiga bersifat sosial dan terbuka.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat ijin dari
Gubernur.

Pasal 67

Kegiatan pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis pemerintah wajib
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan p dalian kegiatan kel dapat dibentuk suatu
lembaga independen guna memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan di
Provinsi Papua.

BABX
INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 69
(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dibidang kehutanan.

(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan dan menyampaikan
informasi bidang kehutanan kepada masyarakat.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. informasi publik;
b. kebijakan publik;
c. regulasi.

Pasal 70

Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat meliputi :

a.  informasi tentang tahapan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
b.  pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dalam pengelolaan hutan secara lestari;
c.  proses dan hasil p terhadap konsi i antara per pelaksanaan,dan

hasil audit dalam pembangunan kehutanan;
d. identitas masyarakat hukum adat;
e.  badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan.
f. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.

Pasal 71 ...../20
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Pasal 60

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan
pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perencanaan,
pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 61

(1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara supervisi dan
meminla laporan secara berkala dari para Bupati/Walikota.

(2) Tindak lanjut dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.

Pasal 62

(1) Pengawasan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2),

dilakukan dengan cara :

a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan di tingkat tapak.

b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perilaku dan kegiatan yang
dinilai mengancam kelestarian fungsi hutan.

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan hutan kepada pemegang hak kelola KPH
dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dapat berupa bimbingan, pembinaan dan
sanksi.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan
peredaran hasil hutan.

(2) Dalam hal hasil hutan dari pengawasan masyarakat dilelang, maka masyarakat
berhak mendapat insentif bagi hasil lelang hasil hutan.

(3) Tatacara pengawasan oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

(1) Pengendalian pengelolaan hutan meliputi kegiatan:
a. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. Supervisi;
c. Sanksi.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan
hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk
rnenilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
(4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk

melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.
(5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai tindak
lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan
pengelolaan hutan.
Tindak lanjut hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam bentuk bimbingan, pembinaan dan sanksi.

(6
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Pasal 71

(1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam hal ditolak, tidak dipenuhi, tidak
dilanggapinya permintaan informasi.

(2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal tidak diberi kesempatan
mengeluarkan pendapat atau tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang
disampaikan.

(3) Keberatan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 72

P sengketa dalam p hutan dapat di melalui musyawarah,
lembaga mediasi, lembaga arbitrasi atau lembaga peradilan.

Pasal 73

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui musyawarah dilakukan oleh para pihak
yang bersengketa dengan mengajukan cara penyelesaian untuk disepakati bersama.

(2) Hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 74

(1)  Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka
dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga arbitrasi.

(2) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang telah
disepakati mengikat para pihak.

(3) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah
atau melalui mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga
peradilan.

Pasal 75

Dalam rangka perkara

penyelesaian sengketa.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi

BABXII
KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN

Pasal 76

(1) Dalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan pemerintah daerah menyiapkan
petugas polisi kehutanan sesuai luas kawasan hutan di Provinsi Papua.

(2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan dapat melibatkan masyarakat hukum adat pada
wilayah adatnya masing-masing dalam bentuk polisi hutan Swakarsa.

(3) Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 77 .....121
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Pasal 77

Penyidikan atas tindak pidana dibidang kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

-

b. Bagi Izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan sebelum

Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan dan telah membangun industri dan atau
bekerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua tetap berlaku
sampai izin berakhir.

Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
Khusus ini dinyatakan tetap berlaku.

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan BABXV
pemeriksaan; KETENTUAN PENUTUP
c.  menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka; Pasal 80
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Hal-hal teknis yang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Khusus ini
f. il orang untuk did dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi; akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara; Pasal 81
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
i.  Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

E‘ gzﬁ:zﬂ‘;:z‘;;iz;‘t‘gka; pada tanggal 22 Desember 2008
Z‘ gzﬂmyc};rs‘;:;':“‘}i GUBERNUR PROVINSI PAPUA
e. pemeriksaan saksi; BARN:]?:S/E{J]:ZBU,SH
f. pemeriksaan ditempat kejadian;
g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum. Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
BABXIII SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KETENTUAN PIDANA TTD
TEDJO SOEPRAPTO
Pasal 78 LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN 2008 NOMOR 21
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39
ayat (1), Pasal 43, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

KETENTUAN PERALIHAN Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM
Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka :

a. Penggunaan kawasan hutan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini tetap berlaku sampai hak atau
izin berakhir.
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PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus

Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi
Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi
Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

20.

21,

22.

23.

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4412);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

. Hasil hutan kayu adalah bagian batang atau cabang dari pohon yang telah dipotong

sesuai dengan ukuran tertentu ;

. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya

disebut IUPHHK-MHA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan
produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengolahan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu yang
diberikan kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pada areal hutan milik
adatnya;

. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak

kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum
adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya;

. Badan Usaha Milik Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut BUMMA adalah

wadah atau lembaga usaha ekonomi masyarakat hukum adat untuk menjalankan
usaha bersama guna memperoleh pendapatan;

. Tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, yang selanjutnya disebut

GANISPHPL adalah petugas pemegang izin di bidang pengelolaan dan
pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang
pengeloaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;

. Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya

disebut WAS-GANISPHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di
bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai
dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang;

. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas

hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi
yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat;

. Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang

dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari
hutan negara;

. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang

berkewarganegaraan Indonesia (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang
dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum;

. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan;

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para
warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta
isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Faktur Angkutan Kayu Olahan Rakyat selanjutnya disebut FAKO Rakyat adalah
dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FAKO Rakyat dipergunakan
dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari tempat penampungan
kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan didalam areal IUPHHK-MHA;
Penerbit FAKO Rakyat adalah petugas dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang
berkualifikasi Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) yang diangkat dan diberi
wewenang untuk menerbitkan FAKO Rakyat;

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat, selanjutnya disebut SKSKB adalah
dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas
pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

o
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. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4207);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4814);

9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG 1ZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI PROVINSI PAPUA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;

3. Gubernur ialah Gubernur Papua;

4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;

5. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan di daerah Provinsi;

6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;

7. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, selanjutnya disebut BP2HP
adalah Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura;

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Papua yang bertugas melakukan pengamanan
dan peredaran hasil hutan;

9.Hutan ...... 13

24. Tempat Pengumpulan Kayu, selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk
pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja
tebangan yang bersangkutan;

25. Tempat Penimbunan Kayu, yang selanjutnya disebut TPK adalah tempat milik
pemegang IUPHHK-MHA di dalam areal kerja yang berfungsi menimbun kayu
bulat dan/atau kayu olahan dari beberapa TPn;

26. lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IUIPHHK
Rakyat adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat, kayu bulat
sedang dan atau kayu bulat kecil hasil produksi [IUPHHK-MHA menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi;

27. Laporan Hasil Produksi, selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang
realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang
ditetapkan;

28. Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan
rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin
usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu;

29. Surat Perintah Pembayaran, selanjutnya disebut SPP adalah surat yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kewajiban pembayaran PSDH DR
oleh pemegang Izin;

25. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan;

26. luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, selanjutnya disebut IIlUPHH adalah
pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan
atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut
diberikan;

27. Peralatan berat pengusahaan hutan adalah jenis alat yang meliputi buldoser,
traktor, grader, dump truck, shovel, skidder, excavator, logging truck, lokomotif;

28. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan
milik masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota.

BAB Il
IUPHHK-MHA
Bagian Kesatu

Kepastian Lokasi

Pasal 2

Gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan untuk kepentingan perizinan
IUPHHK-MHA atas dasar usulan dari Bupati/ Walikota.
Pasal 3
(1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan pencadangan kepada Gubernur dengan
tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Usulan pencadangan dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau
25.000.

(3) Lokasi.......... /5
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(4) Lokasi yang diusulkan adalah :

. kawasan hutan produksi tetap;

. hutan produksi yang dapat dikonversi;

. kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (KBNK/APL);

. dalam hal areal dibebani perizinan usaha pemanfaatan hutan kayu dilakukan

pola kerjasama kemitraan yang salin menguntungkan.

(5) Lokasi IUPHHK-MHA berada di sekitar kampung pemohon yang dikuatkan dengan
Kepala Distrik setempat.

(6) Berdasarkan usulan pencadangan dari Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi
melakukan verifikasi terhadap usulan pencadangan yang meliputi :
a. kesesuaian fungsi kawasan;
b. status perizinan kawasan.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Provinsi membentuk tim dan
menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.

(8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Gubernur menerbitkan pencadangan lokasi IUPHHK-MHA dengan
keputusan.

aooow

Pasal 4

(1) Luas areal IUPHHK-MHA adalah 2000 Ha sampai 5.000 Ha untuk setiap izin dan
berada dalam wilayah yang kompak.

(2) Pencadangan areal pada setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan luas, fungsi
kawasan hutan dan potensi tegakan hutan.

(3) Pohon yang dapat ditebang adalah pohon dengan diameter 40 Cm keatas untuk
hutan rawa dan 50 Cm untuk hutan kering dengan potensi minimal 20 M3/Hektar
pada semua jenis kayu komersial.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan
Pasal 5

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-MHA adalah kelompok pemilik

hak ulayat hutan setempat yang memiliki :

a. koperasi masyarakat pemilik hak ulayat; dan

b. badan usaha milik masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh kelompok
masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 6

(1) IUPHHK-MHA  diterbitkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi dari
Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua.

(2) Rencana Kerja Umum selama jangka waktu usaha IUPHHK-MHA disahkan oleh
Kepala Dinas Provinsi.

(3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota berdasarkan arahan teknis Dinas Provinsi.

(4) Ketentuan rencana kerja usaha dan tata cara pengesahan RKT IUPHHK-MHA diatur
lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi.

_7-

e. jangka waktu berlakunya IUPHHK-MHA;
f. tempat dan tanggal terbitnya IUPHHK-MHA;
g. nama, dan tandatangan pejabat penerbit [IUPHHK-MHA;
h. stempel/cap instansi/pejabat penerbit UPHHK-MHA; dan
i. peta areal kerja IUPHHK-MHA skala 1 : 50.000 atau 25.000.
(2) Format blanko permohonan dan format izin IUPHHK-MHA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) IUPHHK-MHA diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan akan
dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

(2) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK-MHA
Pasal 10

Pemegang IUPHHK-MHA mempunyai hak sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan;

b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil
hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. mendapatkan pembinaan penyuluhan;

e. melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Pemegang IUPHHK-MHA berkewajiban :

a. melaksanakan kegiatan IUPHHK-MHA berdasarkan Rencana Kerja Usaha dan
Rencana Kerja Tahunan;

b. membayar luran Kehutanan (PSDH, DR dan IUPHHK-MHA) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;

d. melakukan tata batas areal kerja IUPHHK-MHA;

e. melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan);

g. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan
kebakaran hutan;

h. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan [UPHHK-
MHA sesuai peraturan perundang-undangan;

i. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan;

j.  membagi keuntungan kepada persekutuan masyarakat hukum adat;

k. membuka rekening di bank atas nama pemegang IUPHHK-MHA;

|. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) Tahapan IUPHHK-MHA terdiri dari :

a. melakukan penataan areal kerja (blok/petak/anak petak);
b. melakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP);
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Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-MHA kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas
Kabupaten dengan kelengkapan persyaratan administrasi :

surat permohonan;

. akta badan usaha, SIUP dan SITU;

hasil inventarisasi tegakan;

. rekomendasi Bupati/Walikota;

struktur organisasi dan copy KTP pengurus/ketua;

peta kerja yang diketahui oleh ketua lembaga adat, kepala distrik dan Kepala

Dinas Kabupaten/ Kota;

g. daftar peralatan yang digunakan;
h. surat keterangan dan persetujuan ketua lembaga adat setempat;dan
i. pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;

2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dokumen
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan oleh Gubernur selambat-
lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja sejak permohonan diterima.

(4) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan adminitrasi,
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama pemohon dan Kepala Dinas Kabupaten
melakukan:

a. pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik
lapangan.

b. timber cruising untuk mengetahui potensi tegakan intensitas 10 %, dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.

(5) Biaya pemeriksaan areal hutan dan timber cruising tahap awal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemohon  APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

(6) Laporan pemeriksaan areal hutan dan timber cruising masing-masing dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(7) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala
Dinas Provinsi memberikan pertimbangan teknis I[UPHHK-MHA kepada Gubernur
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

(8) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi dan dengan
memperhatikan berita acara pemeriksaan serta rekomendasi dari Bupati/Walikota,
Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.

(9) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak,
maka Gubernur memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.

(10) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka
Gubernur menerbitkan IUPHHK-MHA kepada pemohon selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas
Provinsi.

mo a0 o

Pasal 8

(1) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), memuat :
a. nama serta alamat pemegang izin;
b. luas dan letak lokasi IUPHHK-MHA;
c. jumlah, volume dan jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
d. hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-MHA;

e.jangka.

c. menyusun dan mengajukan rencana kerja tahunan kepadal Kepala Dinas
Kabupaten/Kota;

d. penebangan, penyaradan, pembagian batang, penomoran, pembuatan LHP,
pengesahan LHP, pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan, pengangkutan ke
TPK hutan;

e. membayar PSDH dan DR;

f. melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan;

g. melaksanakan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi bio fisik;

h. mengolah kayu bulat langsung di dalam hutan dengan menggunakan portable
sawmill;

(2) Pelaksanaan tahapan kegiatan IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemanfaatan
Pasal 13

(1) Pemegang izin wajib membuat rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja
usaha.

(2) Kegiatan penebangan dilaksanakan setelah rencana kerja tahunan/badan kerja
tahunan disahkan.

(3) Penebangan pohon dilakukan secara manual berupa kapak, gergaji tangan dan/atau
gergaji rantai tanpa peralatan berat pengusahaan hutan.

(4) Kayu bulat yang telah ditebang di dalam petak tebangan tahunan yang telah
disahkan langsung diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan portable sawmill
yang telah mendapat izin usaha industri dan rencana pemenuhan bahan baku
industri.

(5) Portabel sawmill dapat bergerak berpindah ke tempat pohon ditebang untuk
mengolah kayu bulat tersebut atau mesin pengolah ditempatkan pada posisi tertentu
dan kayu bulat yang ditebang ditarik ke lokasi portable sawmill dengan
menggunakan tenaga kerbau/sapi atau tenaga manusia.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemasaran
Pasal 14

(1) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA dikumpulkan di TPK Hutan atau
TPK Antara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Seluruh hasil hutan kayu olahan selanjutnya dikumpul di tempat penampungan akhir
sebagai pusat distribusi.

(3) Tempat penampungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.

(4) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA diperuntukkan bagi pemenuhan
kebutuhan kayu lokal, bahan baku industri primer dan/atau lanjutan hasil hutan kayu,
antar provinsi maupun ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian ....... 9
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Bagian Keenam
Penatausahaan Hasil Hutan
Pasal 15

(1) Terhadap hasil hutan produksi [IUPHHK-MHA wajib dilakukan penatausahaan hasil
hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penatausahaan terhadap hasil hutan produksi [UPHHK-MHA terdiri dari :
a. pengukuran dan pengujian hasil hutan;
b. penandaan batang dan tunggak;
c. pembuatan dan pengesahan LHP;
d. pengolahan; dan
e. pengangkutan.

Pasal 16

Pengukuran dan penguijian hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a dilakukan oleh tenaga yang berasal dari pemegang IUPHHK-MHA dan/atau
petugas kehutanan yang memiliki kualifikasi pengawas penguiji hasil hutan.

Pasal 17

Penandaan pada batang dan tunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf b terdiri dari pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata,
panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan cat berwarna putih atau tanda
yang tidak mudah hilang :

a. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering;
b. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa; dan
c. pada batang dan tunggak.

Pasal 18

(1) Pembuatan dan pengesahan LHP di laksanakan pada Tempat Pengumpulan Kayu
(TPn).

(2) LHP dan rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap bulan
oleh pembuat LHP yaitu pada pertengahan dan akhir bulan berdasarkan Buku Ukur.

(3) Pembuatan LHP dilakukan oleh pemegang IUPHHK-MHA yang memiliki kualifikasi
tenaga teknis.

(4) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, pemegang IlUPHHK-MHA
wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP kepada pejabat pengesahan LHP
setempat.

(5) Pengesahan LHP dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang
memiliki kualifikasi pengawas tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BP2HP.

(6) Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka petugas
pembuat LHP diwajibkan membuat LHP Nihil.

(7) LHP dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan
tembusan:

a. Kepala Dinas Provinsi;
b. Kepala BP2HP;
c. Kepala UPTD.
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Bagian Kedelapan
Penanaman Pohon
Pasal 24

(1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib melaksanakan penanaman dalam areal kerjanya.

(2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.

(3) Penanaman dilaksanakan pada bekas areal penebangan dan/atau tanah kosong.

Pasal 25

Pemegang IUPHHK-MHA wajib melakukan proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari
dan hasil hutan kayu dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Pengamanan dan Perindungan Hutan
Pasal 26

Untuk membatasi kerusakan hutan akibat kegiatan usaha pemanfaatan hutan,
pemegang IUPHHK-MHA tidak dibenarkan menggunakan peralatan yang tidak sesuai
dengan kondisi lahan dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat
menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan.

Bagian Kesepuluh
Larangan
Pasal 27

Pemegang IUPHHK-MHA dilarang :

a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan

prasarana perlindungan hutan;

b. menggunakan peralatan berat pengusahaan hutan seperti traktor, loging, truck
bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, exavator untuk kegiatan
penebangan, penyaradan, pengangkutan;

. melakukan penebangan sebelum dikeluarkan IUPHHK-MHA;

. memindahtangankan IUPHHK-MHA kepada pihak lain;

e. melakukan pembakaran atas material yang ada di dalam hutan dan atau

melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;

f. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak

sampai dengan:

1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan

6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari
tepi pantai.

Qo

BABIII ...... 12
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Pasal 19

a. LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan
DR oleh Pejabat Penagih.

(2) Pembayaran SPP PSDH dan DR oleh pemegang IUPHHK-MHA melakukan
pembayaran menggunakan referensi 15 digit pada Bank yang telah ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan langsung di dalam areal kerja dengan
menggunakan peralatan portable sawmill.
(2) Pemegang IUPHHK-MHA wajib memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 21

(1) Pengangkutan kayu olahan dari TPK industri dari areal IUPHHK-MHA dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa faktur angkutan kayu olahan
rakyat (FAKO-Rakyat) yang diterbitkan secara official assesment oleh petugas
penerbit FAKO dari Dinas Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala
Dinas Provinsi.

(2) Blanko FAKO-Rakyat dicetak oleh Dinas Provinsi.

Pasal 22

(1) Untuk pengangkutan hasil hutan kayu, pemegang IUPHHK-MHA mengajukan
permohonan penerbitan FAKO Rakyat kepada Pejabat Penerbit FAKO Rakyat
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit
FAKO Rakyat melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap hasil
hutan kayu yang akan diangkut.

(3) Dokumen FAKO Rakyat wajib dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).

(4) Pemeriksaan administrasi meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keabsahan
perizinan [IUPHHK-MHA serta kewajiban pembayaran PSDH yang dibuktikan dengan
bukti setor pembayaran PSDH.

(5) Masa berlaku dokumen FAKO Rakyat disesuaikan dengan tempuh waktu normal.

(6) Dokumen FAKO Rakyat diterima, diperiksa dan dinyatakan habis masa berlaku dan
diterakan cap “ telah digunakan” oleh petugas kehutanan pada pos pengawasan
peredaran hasil hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi
berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(7) Pejabat penerbit FAKO Rakyat wajib membuat laporan penerbitan FAKO Rakyat
secara periodik (bulanan) kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan
kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
luran Kehutanan
Pasal 23

(1) Setiap IUPHHK-MHA dikenakan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

(2) Setiap produksi hasil hutan wajib dibayarkan PSDH dan DR.

(3) Penyetoran iuran kehutanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

Bagian........... 1
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BAB Il
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 28

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan IUPHHK-
MHA.

(2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
dan pengendalian teknis atas pelaksanaan [IUPHHK-MHA.

Pasal 29

(1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi
IUPHHK-MHA kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Provinsi,
Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.

(2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan
menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan atas
realisasi kegiatan IUPHHK-MHA di wilayahnya.

BAB IV
HAPUSNYA IUPHHK-MHA
Pasal 30

(1) IUPHHK-MHA hapus karena :
a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; dan
c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
(2) Dengan berakhirnya IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
meniadakan kewajiban pemegang izin untuk melunasi iuran kehutanan.

BAB V
SANKSI
Pasal 31

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran selain tindak pidana dikenakan sanksi administratif berupa :
b. pencabutan izin;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian pelayanan; dan
e. pengenaan denda.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimakasud pada ayat (2) oleh :
a. Gubernur untuk pencabutan izin;

b. Kepala Dinas Provinsi untuk penghentian kegiatan dan pengenaan denda;
dan
[ Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk penghentian pelayanan.
Pasal............ "3
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Pasal 32

(1) IUPHHK-MHA dapat dicabut, apabila pemegang IUPHHK-MHA : SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :
a. tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak diterbitkannya IUPHHK-MHA;
b. tidak membayar iuran izin, PSDH dan DR; dan

c. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan 1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;
peraturan perundang-undangan. ) ) ! 2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;

(2) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian kegiatan apabila melanggar Pasal 4

ayat (3) dan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf . 3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
(3) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian pelayanan apabila tidak melaksanakan . .

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf i. 4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
4) Ef(l)?lr:saibaan teknis pengenaan sanksi diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas 5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;

6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
BAB VI 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33 8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 November 2010
GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH
Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 13
Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
Drh.CONSTANT KARMA
Lampiran  : Peraturan Gubernur Papua -
Nomor : 13 Tahun 2010 Lampiran Il : Peraturan Gubernur Papua
Tanggal : 18 November 2010 Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010

Contoh Formulir Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat

Hukum Adat
KOP SURAT Keputusan Gubemur Papua tentang Pemberian [IUPHHK-MHA kepada ..........
Pemohon IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan
Lampiran - : '1 (satu) berkas Kepada Yth. : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu_tanan, apabila melakukan
Perihal - Permohonan IUPHHK-MHA Bapak Gubernur Papua penebangan sebelum IUPHHK-MHA terbit, sebagaimana pasal 28 huruf c.

(2) Pemegang IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
"""""""""""""""""""""" dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila
melakukan, Penebangan di luar areal IUPHHK-MHA, sebagaimana pasal 28 huruf b,
fidanj..

di-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Pekerjaan
Alamat

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat dengan rincian
sebagai berikut :

. Lokasi

Luas

. Jenis Produk :

. Alat yang digunakan :

. Lamanya Izin :

. Jumlah Tenaga Kerja :

ebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :
Copy KTP/ Akta Pendirian Koperasi, SIUP dan SITU;

Peta Lokasi Skala 1 : 50.000

. Bagan Kerja IUPHHK-MHA;

Rekomendasi Bupati/Walikota

Daftar peralatan yang digunakan;

. Surat keterangan dan persetujuan Ketua lembaga adat setempat.
. Surat Persetujuan Kepala Distrik setempat.

. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Direksi pemegang I[UPHHK.

ONDUAWN=SY OURWN =

Demikian disampaikan dan atas perkenan serta persetujuan Bapak
Gubernur, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
MATERAI

Tembusan Kepada Yth. :
1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
. Bupati/ Walikota ......... di ;
. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
. Kepala Dinas ... Kabupaten/ Kota ........... di H
. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

R wN

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
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Persturan Dasar  Pokok-Pokel  Agrasis  {Lesbaran
Hegarn Bepubili [ndonrsis Tahus 1960 Nomer 104,
e Magin K Indk
Bommaae 30 );
Rhilang-Uniimy  Hosor 8 Trbun 1900 esasg
Foberranl  Sguber  Deve Aas Blayeal o den
Elrwinle iy (Lemhoran Megein Rrpuilik indansss
Tulius §000 Norser 449, Tanbaban Lesbetun Negem
Prpotdik Inidene=a Hmoor 34 i0);
Unsdang-Unding  Semor 41 Telan 1909 maaeg
Keharenat  (Lembmran  Segarm  Repullk  Indonesa
Tahus 19959 Nomeor 167, Tambahan Lembanis Hogam
Frpuadiik [ncddmesia Fottor 3855, schegainans 1clali
didhab donges UnsbangUrdang Homer 19 Talwn
I niang Pmeisgan  Preaturan Preserinmh
Penmmiild  Undeng:-Lindssgg Momor | Tebnin 3004
tentang Perudmban sles Undang-Undssg Romer 41
Tahtn 1590 brmisrg Kebatanss mengedi Unding.
Uncdarg Memtharin Megars kepublds ledonesia Taliun
04 M B, Tamdmhan Lerismn Rogers Repabill
liscstala pomor 4557
Undsng Undang Nomeer 31 Tabun 3001 wemmng
Otnnemi Khasus Dag Provined  Pagus  {LemsBanan
Megure Republll Indescsls Tabaos 3007 Momor 135,
Taumbatan Lembaran Fegars  Republk  indonesis
Rt 4150k
Undsng-Undssg Nemes |8 Tahun 3003 senwang
Pencegilan dan Fombsranfssan Perosaiken Flutan
|lembarsn Regen Fepubli Indmesis Tabm 20013
Bamor 4§, Temtmhen Lembarss Pegera Brpubli
lesancals Russsr 33575

4

. Prrabaan Peserinish Komor 27 Tadun 2003 temtang

by ek Bk Negara Wbl tnd
Tahim 3002 Fomer 48, Tambedan Lesshanin Nogam
Pepublic indsicsin Sourr S5

. Pemmiun Pesierintash Nomor 13 Taban J05 et

denin dan Tert! sas Jenls Peserisae Negara Bukan
Fajwe yoig Belaka pads Krssoseriin Eehutanan
flembsonn Hegirn Regalll Endmessa Tahupn L4

‘Fepubik lindorcnis Taben 3005 Momer B

Peratumin ftesiden Momor 16 Tahum 2015 tentang
Kementerian  Lisgoingan Hidup  das  Kelnoisnan
[Lembaren Kegara Bepubll Indonesis Tahas 2015
Koo 171

Foumturam Presifen Nomes 44 Tabum 2016 ienbing
Daftar Ridateg Usala yang Testuivg dan Bidang Usiha
yasg Terbuks Deegen  Perommalsn di Bidang
P sl Hogurs H
Indonsria Talmn 306 Womor 37k
Kepatusan  Presidm Mosnr  121/F Tadan 2014
ieeriang Pesbaoniakan Kementersn dan Pengasghkatan
Menter Babinet Kerga 3014-201%, sshagaimass telah
diubat demgan Eeputasan Presiden Momes 80P
Tadiun HEE  emang  Pemberhentan dan
Peagaaghatan Bekroans Kikine;

Prenliran Menler] Kehiitanan Nomes P Menkaii-
Hinbld  fentang  brvedteriaenl  Histes  Meayelanoh
Perkaln dan Hrocana Kede peds l6n Usihs
Pemmanisatun el stee Ko Dabim Halss Alan
fBesiia Negam Megaabiil, [ndenesls Tabum W14 Nomee
Lo 3

. Perturan M Ungingm Hidup dan Kehutanan

Pemmer 1000 Menl3NE-A1F3018 porting Ovganisasl dan
Kehumsan [lemiamn fSepen  AepubBl  Indsosss
Trdvun 2015 Romor LTL
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1B Weratzran Menteri 1 sty ukiig flam Kb
Hostreo 12433 M Thib-Betjen S 7018 wiRng
Penmmasabaes Hasit Hutan Keyu yang Berassd dasi
hrtan Alam @Beritn Nogars Republii [sdoteain Tatun
NS Nomer 1347);

19 B Memitrr] Linghoargas 1idup das
Husmor 1044 Monihk-Saipen /2015 tretang Tats Cam
Pengesasn, Peunoguian den Penyelermn  Proviad
Sumber Duys Huten, Duns Bebobeasi, Pengpantsin
Hilel Tegakan, Tunii Fug Tepaban den lurss fain
Usaba Prmanbizan Hutan [Berita Hogos Repubilk
Andenraii Talem 3018 Komor 1240

MEMUTUSEAN

Meuciapican - PIEMATURAN MENTERI HEHUTANAN TENTARG NORMA,

ETANDAR, PROSEDUR DAN KNTTEHIA FEMRERIAN 7Y
UBAHA FEMANFANTAN WASIL HUTAN KAYU - JUTAX
ALAM PADA KARAZAN WUTAN PRODUKSS DI PROVISE]
PAUA,

HAB
FETENTUAN LU

WPanal §
Bales Prrwiurse Menoer i yang dimasbesd desgas =
L. Hiufas  peodilesi adalth  boemsan  Buisn  yvang
miempinul finga polok nessprodulel kasil huisn
2. Pemanismn Basil Bulen kayu adalah kogstsn uniuk
an e ngusabekia hasd hutan brrupa
ks dengain Blak monosk Engongen dan sk
medngrang Lingsi prokeya
A ben Usahs Frmeslees fasl] Hissn e - Halad
Alam yang sslanjusims discbay (UPIEER-HA adalah iin
g ssrssanfestion kayu slam pada braten produlks:
yang Keglamnnyn  bendsl dafd peranesan b
bt ¥ v PERER
urs prmarmaran s huste= kape

5 Pemberian 1UPHHY-HA pods Kewmsam Huisn Produbs)
A& Prowined Pagus yeng diterikan ol Pemerininh
Provine Pagen seloguimans disakvinl pads syl (1)
humal b, ddalsrakan  scaual  Nertsa,  Swusdar,
Proscdur  dan  Enlets  Jomterian  ISs  Usahia

Permanfuiian Hasil Hutan Koo pads Kewessn Hutas
Produshsi di Provingd Papus.

Fnal
Morma, Sundar, Prosofus dan Kriteris Peonberisn IUFEHE-
HA pacls Kawsamy Humn Produksi di Proviesl Papus,
sebagaimana dimakonad et Pesal 2 syal (31, menope ke
& poloman begl Oubsrme Papis diles memberikes
TUFHHE-HA
b prdoman yeng weEb dilshssnakan oleh pesohon st
prossgang [UPHHE-HA yang diterbitican cieh Ghiternur
Prjris

BAR I
ROHMA, STANDR, PROSEDUR DAN KRITERIA

Poamaal 4

Pemberian IUPHHE HA yaig fiberilan ofeh Prowrinish

Provines Papaa, dilskanakian peds

m Bawasan fvnan Produis pang EGidssasbss ades el
Peminjuksn Kawssan Wutan dan Perabran  Provioi
Papus yeng darapiein olsh Beniery

b Bewuial pria afiban el its pomasdadian Baall
Tuman kaya husas alam yag sengec pals peta
arahan pudikatid fzin proanfaatan hask haes kayu
tistar ales  ysow ditrtapkan olsh Minsen ssbagsi
sl Tusany akam) dan

£ Tidak ditwbani hakfisin lin, eesust  Erientoan
PerEiLran perindang Endangan anca lain i Usshs
Prmanfasion Hutes, aley léin Proygoosen Kaweses
Flistas
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4. Proviml Busmber Dava Hutan yang selanjuisys ik
FROM  adalali aspotan yeng Slkomakes oz practn
pemegang Sin shagal peagganii nilai imrinedk dan
heail Inttan yang dipamgian dard Fustan negan.

B Dans Hebolsssd yang selacjutmm disebur DR sdulab
danin uniuk reboisssl dan sehatiliael buinn senia
ktgiutan perduinargnys yang digungut darl proegang
tn pemaniastas Basil hutan yang benaps ey

B Menteri milaldh  Mesderi pang  menpeleegpaiakas
uruman bt il icdming Lingh Hrbup
lan Keberianan.

T Oubermer  Provinsl  Papos,  selanjuisys  dissbur
Ol Papa sdalah Erpaly Dasmb dan Kepals
Pemerininhan  yarg  Deidegmeg  jowsb  pemuh
mErpee L g di Provinel Papun
dan sehagal wakll Panerintah di Provivsl Papus

#.  Dipms Proviesl sdatah insiansi vang disesshi tugas dan
targgury b fbidasg lchianan & daemwh
Trervinei Fapuas.

9, Keperasi sdalah badan umabe vang berassrdskan
wmng seitasy diuu belan hukum koperasl dengan

L ¥ prinsp
hopereml wialgis selagal pembes elosomi okl
wang kAn anas aRat

Pasal 3

i} Pemberian IWPHHK-IA pada Kawasin Hesam Prodoaiod
i Prowinsd Pepun dile=ikian abeh |
w Pemerinial; ali
B Prmerintsh Provissl Papus,

@ Prebxrien ILPHHE-HA pada Kawssan Watan Produlksl
i Prowinsd Papus yepg diberilan olels Prverinah
srbagalmana disskwel pads ayst (1) Wursl s
cidnkussmban wreissl dergan  keirmlusn  Peralunin
Perundang:usndi o

Peal &
i1 TUPHME-HA dibetilin paliog lans 30 fhaa puluh|
Andwan dan dipar diperpanisig.
A Loas areal JUPHHE-HA yang degel dilsdidan paling
s 50000 helelag.

Poaal &

[H Pihak yang deped mengajuban germotsaan [LPHHE.
HA yang diboridan sish Prmerintah Provinsl Papus,
it Mg,

@ Emeta pemehon IFFHHE-HA jang diberfhan oich
Pemerintah Provins Papos, untuk pessohsa koperail,
el
A hoperast Mispambal schcmpal wint bokal s

manpAraicst lainnya i dalam dan di sekiar usn
sy terlitat dalam bidang kelistanan,

b mesmiliki Akta Pendien  Koperas dan clah
diahbah Bades hulismnnye sesoal kelenboat
pofatumn poiibdangrunilafgn,
tergreak dalan balang kehateran, dan
4 pepan P

pengelalsan hutan bestar]

Pamal T
Pemoben IUPHHE-HA  yasg dileriian  okeh Prscrinimh
Frircnml Papiaa schagalmana dmakeid dalam Paiad & syl

L], wmily k dul ey g

ey

& Byt beis Dl bongs SIUP yang ditercbitiosn ek
rrmtacya yustg g di indang d

b Moemor Polok Waiih Pajal [WFWP) resg daerbatian oleh
[Ermnal yung berwenang S bidang pajal

. Reswasa jokani gang dimshon dengen melespifan
et skeala prvisissal 11 B0.000,

i Prrimnimeges whas de Puls] Pogebolaas Husan
Produied baliws arval dimakeced tedak dibeban] hal:
kak lun;



-]

Pereprmed weboves, mng irmbiet dari

. Kondisl gmisw arcal pung dmohes dan kondisl
priusahsan;

A Usulan icknis yang terds derl msbsud den
Puuan, ravans pemenfate, sistom sl
yang  cnisslislens,  ongeeiesd e ldisans,

[ evalflems daty e rlindusgas Buen

Tansl @

Peimrbitan Keputusan U900 -HA yang diberdan oieh
Prmenintal Proviesd Prpus, seiciah pemolssi i
pervrafulan

L

Behanich  porwwretan slmdnisteasl  den aclknis
terpermibi;

UKASUFL fin Leim Linglungen yang iclah disah)
olich instatmi ¥Rng berwenaag:

Arcal bmejm (WA} delsh diiviapian sy pejatmi
Lerwrrang

heran inn Usaha PersanSatan Flas Wuian el
dlilunasl srscal et peresasl pestbehimn sewusd
dergas b

F T b

Pasal ¥

FProedir Peymahenan IWPHHE-HA yang diberikan ool
TPemermdah Provine Papus, dilainiai scbeagad Berikic ;

Fermobonan (UMIHE-HA dujukian ok pemshon

kg Oubents Pupus, dergmn mbusan kepada |

b B (Wakkota:

2. Eepala Dinas Prowinst.

4 Erpals Remaian T T o=y
[RPHI Krgmila Cabemy Dinas Provinai

4. Wrpala Balii Prmantspen Kawasan Hutan; dan

5, Kepals Nalsi Pengelsaan Hutan Predulkad

Ioran Provosd sesoal ugas polok s fungiiny,

e laloakan periknann alan ‘kebrngkapmn

PrwyEnE tan pebsagesnaim dunabeed delem Pesal 7.

13-

Pembiiatan keonbines poegralis Baty calon arcal kerja
FuRg i il wieh i & Bawahy
ugeevial Uma Teknin [LUFT) 3 ran
Lingiungan Hidup dan Kefansnan yess menangaes
pemarispan kowssan s
Berdasarian 1L bessrin dokumen AMBAL ataa IL
begsia deloomen UKL dan UL dan Berta Aears
pemibvimiin keordine? poograiie Saay culos sadeal ke
yang dimoton  yeng  diefima, Dinss  Provess
menylapiarn prts amal kerja (uorking ann'WA) miling
lama 25 jdus gedub fes]  hari kerjs,  unnd
dinripallons Neidlrs Rocpad O P
Berdasarkan gpets  arcal  kberjs, Dinas  Proviss
L ih [UPHHEAL,  kepads
Mosden anhsk mendapathen goreiufuan.
Herdnsarkas persrmguan Menserl, kaas Provina ©
I e dan ik L
Kepulsman  Gubermur  benlang  permbenan
werhiadap IUPFHHK-HA kepnda Guberoar Papea
melalul Bekreindis Decrah; s
& memerbidcan Suret Perineh Pembaiaimn &9
Heran kdin Usabs Pemanfeamn Hian tebedeg
1L 181- A berpacia rabon pemegang isin;
Bielorrtari Darrti mumriash sspek Suban erSedes
hoasep Reputusan Oulsomur, dalam jesghks waktu 7
frai) hast erja aciak ditérimans konseg Kepuibasen
L] dan ey i kepadia  Cubermur
Fapua

kil seinr lurse, 0
Papus  menechitken  Kepatusan tentang Pemberian
TLITRENR-BLA,

Tat cam peibaysssn boran izin tsahs pesanluian
hutan dilskookan sesus Soagan beteatusn Prratuten
Perundesg-asdangan.

©  Kepils 6nes Peoviewl bersems  Mepals  fals]
Pemastapun Kawassn Huten sclabukas selaahas
fungsi Kawman hutan sesusi Kegatisan Menters
Kt Erntang p i Enlan dan
perainm provinal den dets fain yesg tersedia antars
lim  tmin  batas,  umiss  pemusopan  vegrtas

i fungsl kswasan vang dilsngken dalasy dazs
etk dan spuisl

2 Dulam bl ¢ Ktlerghng
permyaratam, Disas Provinel selslodan  pendals
propoual ceknds dalarm janghon wakta T fujuhl han
kevjn sk ionpgang welit 10 jacpuluh) harl s,
melalui Tim Penilas

£ Dalass had basi] peridulan propess] ks hlus, Dinas
Provinsl s wurai ailak &,

fn
I Dalam hal hesil pendniss proposal dimatsiom heas
dan dascapkan sehagal emken pemegany s, CHnss

Prowinal menertokan Surst Persiah Periama (@50

cpmla mbn pemegeng ein yang betisl persetguan

i ilan porinimb uneul ;

1. iy dan gudian, Upapn  Kelols
Loghungasn  [UHL dan  Upays  Prmssstscan
Lngioangan [UFL] das tein Lisghiungan (1L scaus
dengan  belsmllan  pefaluran  perundesg

unslasges: aiay
2 wembusi keordine geogreli batas calos arenl
keria vang dimshon.
[ L hesena dok UKL dan UPFL

yamg telah mevdapal pereStiusn e pengEsslisn
ttan gepabut yang brrernaog, Smampeiken ukch caim
peinepang izih kepeda THnas Prosinel,

o Wevia Arars posbusien boordinel geogrels baies
celon ares] ke yung dimehon, disacpalian akch
wnlon pehegang iain ke fls Denas Provesd

Paand B0
Dalam  Bal permetwnss  (LUPBE-EL  itan inendagat
prrertijugn dasi Merfen sebagalsans dimadonad dalsm
Pomal O hurul k. Mener mengeebeiikin prbocan
IEIFHIK-HA kepads Desn Frovined, disestsl alasan-slasan
sraus dengan keieniuan persturan perindang-undangan.

Pasad £1
11 Koperasi persgang LIPFEITE- M8 memdik hak :
& etinksarakan kegloian wsabe pessanbuian Basi
Butan  Japs detwm bun alem meliputi

pengareEn, e Fmnnman, e lharsan,
P tham hanil,
rwEl defgan rrnonna pengelalasn hitan yang
el dorapiian.

b E——— g dait
pemetinsh

B Foperesl prstegang IUFHHK- WA memilid kesaghes -
A memdikl Scridfies PPL danfsisa YLK yang
dperlitkan okh kmbegs penilal scwiad dengan
leotrmTuan e hirsn prrsndong-undesges.
b melsksansken perlndungsn hutan & msoesd
kerpnys  eebiinl desgdn  letetiluan  prewiures

perunasg usdAngan

B bk . hadsp hegd

i ik .

yang  berliks  eg opemegang  lmn usaha
pemtnnistan nian.

d ik Lk wmiem whvilnulier sl kondial
wricmpai e dergan keneniuan  [eETananen
perundang-undingan.

e ewsyediskan dan memesol bahan belos kv
forgads induser primer hasil batan

§  eresranpafon bporsn dnera secars periodh
Trgmile pember i

& ielskukss prastmsshsan hasdl hutsn sesuss
dengati P 2!
umila=gen
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& Lushil

. melakuken peagubumn den  gengujisn sl
hutan  sesusl  dengan bketenbnen  perwiursn
perunilang: undsngsn

L melaknskian krrmez=n esggme koperans
maspdriial wmempal paleg lambat 1 jeang
takain sciclah dierimanya st

| mergejukan rencens ks Wkamen KT galing
Lambmt 3 fius) Budan sebelios KET beralas

k. melaksanikan begutan mmts o lapangan paling
lisvtis 1 fuaiug nahiss sl inin diberikan

! meilipeetiak enags  pood | bidang

g ki mn okl le sl
. dicabut cleh pesmbes ivin schagal sanks vang
Atarmekion kegembs prmmyany cin;
€. deorrahkan hembell oeh penegeryg isn dengan
peiryatasn icrtisdia kepads pember brn sebefum
Janghn wakiu i berakhir
@ Berdasaihan  kewafiban  nenyvampaan  lagoran
Kinerd seram  priodil sleh  koperas pemngang
IUFRHEIA winpivans dimsisod dalun Pasal 01
eyl {2 hearad 1, malka:
&, Pememimich Prosiisi Papus  selakukan

kelilahas dan ienaga lsis peng  oeewnubs permiks g dan k
perAyRmiEG  sesusl  Gcbububan  yeiu sasjans pelaksanaan TUPFIHE-HA setiap & fenamy builan
kehinmnes dim  Gcosgs  iokmA  mencrgal dian melagur loopadta T ah

katuianas

m. membayer jumn danfalau dans pemanfastsn
hutap Srientaan pembayases lumis denfatais
dans pemanfastan hetan

T MenyGEUn AN SeigEuinn reocans kera umhs
[RER jaighs  parjang, REU disusan  anibuk
sebarih areal berjs paling fambat | feab tahus
srislah iin dikenkan

0. membial sarane dan  prassress perlindungin
lvslan  dengan  memporhacian s ags

b Pemerisah mekaician prmbinaen, peogsessss
dan cvakma prisheanzan [UPHHE-HA setmp |
[netid) tabrun

PBAR 1T
EETENTUAN LAIN-LAIN

Puaal L3
Prlanggamn atas porertsman lan Usahs Pemanfassn Hasd
Hisan Waya clel Hoperosd ¢ Frovind Papas dikenakan

koomeresd  dan  pelindungsn  tuten st manksl sowsa dengan ket THUEER | g
ketentuan ssrpna dan prassrana portindungan ussdangin.
Beria;
P exmgeanian arsl hutan den beibegl macam ARV
BAngman beamanun dan kebakoaras briinn sevul HETENTLUAN PERALIHAN
Tnan; Pasal 14

4 melaksanaknn penaast Latas arcal ke paling
lamhas | jsane tehon sejek dibevilan |LTHHE:
s,

Pasal 13
{1} Mspusnys IVPHEE-HA hag loprres yaiths putusys
hubungen  fulnom  antam  prmegeng  IUPHIER-3E8
denygan apes] kerjanys yang dachabiosn clsh -

Loh
EETENTUAN FENUTUR

Pasal 15
Peraharan  Mentedl ol mulsl berlaku  palls  sanggsd
dnarcanghan.

Agnr  wcliap  orang  wsengesalid '
penpundangan Permumn Mesied inl dengan
penempatannys dalam Beritn Negarn Repubiik ingoness,

Ditetapkan di Jakarta
pactin taggal

MENTERT LNGELINIAN HIDUT DAN
ELHLUTANAN REPUBLIK IXIORESIA,

O LT

[
T HITT NLIRIAYA

Diundasghias di Jeknrin

ol Lanrggal

DEREXTUR JERDERAL

PERATURAN PERUKDANG-LNDARGAN
KEMENTERIAN HURLS [N HAK AZAS] MEANRISIA
REFUBLIE TRMNESIS,

WIS ERATIARLIANA

Derigan Berlaliafne Permiisan Mefibof kb maks 16in Usshs
Permanfaatan Hasid Hass Bayil o wilspad Proviasl Papus
yang dneridken oleh Gotemar Pajros scielali beelabrys
Peravgrun Pasrah Khasus Prosins Pepas Nomor 71 Tahuas
W iesaeg Pemgelilans Hidah Beakelanpinsn di Frovins
Pagua dap webebam berlaburya Pomsuras Monmen ind,
wagily descvusfann dengen  Rerentumn  dalam  Peenaren
Maitah ik

HEITA NERAIA MEFLHSLIE INTROMENLA TANLIN HOmGHE
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